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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah adalah laporan pertanggungjawaban kinerja bagi setiap 

SKPD Kabupaten Kepulauan Selayar. 

 LAKIP ini disusun mengacu pada Pedoman Penyusunan 

LAKIP sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, 

sebagai salah satu komponen laporan pertanggungjawaban yang 

diharapkan dapat menggambarkan kinerja Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar selama tahun 

anggaran 2025. 

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kami 

mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu kami hingga tersusunnya (LAKIP) Tahun 2025, semoga 

bermanfaat dan berguna untuk pelaksanaan tugas-tugas dan 

semakin memacu kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

yang akan datang. Namun kami menyadari dalam penyusunan 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini 

masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu saran dan 

pendapat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan ini. 

Demikian LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini 

disusun dengan harapan dapat menjadi salah satu acuan dalam 

penyusunan LAKIP Kabupaten Kepulauan Selayar. 

                             Benteng, 30 Januari 2026 

 

KEPALA PELAKSANA BPBD, 

 

                                                ^     

 

                                   Drs. AHMAD ALIEFYANTO, M.M.Pub. 

    Pangkat : Pembina Utama Muda  
     NIP        : 19700726 199101 1 002 
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ABSTRAK 

 Ditinjau dari aspek geografis, tofografis maupun demografis, 

Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan kabupaten dengan 

tingkat kerawanan bencana yang relatif tinggi. Berdasarkan hasil 

kajian risiko bencana kecenderungan kejadian bencana yang 

terjadi dalam kurung waktu 10 tahun terakhir di Kabupaten 

Kepulauan Selayar menunjukkan bahwa bencana cuaca ekstrim, 

gelombang ekstrim dam abrasi, banjir, gempa bumi, tsunami, 

kekeringan dan kebakaran hutan adalah bencana yang menjadi 

prioritas pertama untuk ditanggulangi oleh pemerintah, dan 

prioritas kedua dalam penanganan adalah bencana tanah longsor, 

walaupun bencana non alam dan bencana sosial lainnya 

terkadang terdampak juga pada masyarakat Kabupaten 

Kepulauan Selayar. Diantara berbagai potensi bencana yang ada, 

yang paling sering terjadi adalah terjangan angin kencang (angin 

puting beliung, abrasi, gelombang pasang akibat cuaca ekstrim, 

dan kecelakaan laut). Kondisi dan  dinamika demografis juga 

dapat menimbulkan bencana yang dapat mengakibatkan kerugian 

jiwa maupun harta benda. Bencana alam dimaksud telah 

menimbulkan hambatan bagi pelaksanaan pembangunan di 

Kabupaten Kepulauan Selayar pada khususnya maupun 

pembangunan regional dan nasional pada umumnya. Bencana 

alam dapat pula menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian 

harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa yang dalam 

keadaan tertentu dapat  menjadi beban  dan  mengganggu 

jalannya roda pembangunan daerah. 

Oleh karena itu, Penanggulangan Bencana di Kabupaten 

Kepulauan Selayar, dengan sendirinya harus  dikelola  dan  

ditangani  secara  baik melalui  upaya  terencana, terpadu  dan  

terkoordinasi antara pemerintah daerah dan partisipasi 

masyarakat, dengan  memberdayakan  semaksimal mungkin 

potensi sumber  daya  lokal  yang  pelaksanaannya dilakukan  

oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kepulauan Selayar 

yang pembentukannya sekaligus dalam rangka pelaksanaan Pasal 

25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025 

 

i 

Penanggulangan Bencana, melalui Peraturan Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2008 dan telah diubah menjadi 

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 

2010 tanggal 30 Oktober 2010 dengan tugas melaksanakan 

penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, 

tanggap darurat dan pasca bencana dan sekaligus mempunyai 

fungsi koordinasi, fungsi komando dan fungsi pelaksana. 

Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar dirumuskan dengan memperhatikan visi 

Bupati dan Wakil Bupati  Kabupaten Kepulauan Selayar yang 

ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 - 

2029 yaitu  “Bersama membawa Selayar Maju dan Sejahtera”,  

Sebagai salah satu komponen dari Perencanaan Strategis, 

Visi yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan 

masa depan yang diinginkan. Pernyataan visi tersebut dilandasi 

pada tugas pokok dan kewenangan Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu :  

1. Bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar adalah unsur pendukung tugas Kepala 

Daerah di bidang penanggulangan bencana;  

2. Bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki 

kewenangan pengendalian bencana pada saat pra bencana, 

tanggap darurat dan pasca bencana. 

Didalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah menghadapi beberapa kendala 

atau tantangan sebagai berikut: 

a. Semakin meningkatnya tuntutan dan kritisnya 

masyarakat terhadap peningkatan pelayanan pemerintah; 

b. Keadaan geografis Kabupaten Kepulauan Selayar yang 

sebagian besar wilayah lautan sehingga potensi bencana 

dapat terjadi di sebagian besar wilayah; 
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c. Belum optimalnya perkuatan kesiapsiagaan, penanganan 

darurat dan pemulihan bencana; 

d. Belum adanya masterplan penanggulangan bencana yang 

komprehensif contohnya belum tersusunnya Rencana 

Kontijensi per jenis bencana; 

e. Keterbatasan kompetensi teknis sumber daya aparatur 

penanggulangan bencana yang belum merata; 

f. Minimnya personil Tim Reaksi Cepat (TRC) yang 

mendapatkan pelatihan, simulasi, dan sertifikasi 

kebencanaan; 

g. Masih rendahnya kesadaran dan budaya sadar bencana di 

masyarakat. 

Disamping tantangan yang dihadapi terdapat pula peluang 

sebagai berikut : 

a. Adanya sistem regulasi yang mamadai yang menjadi dasar 

hukum untuk mendukung kegiatan Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah; 

b. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dan 

canggih yang dapat mendukung peningkatan kualitas 

penanganan bencana; 

c. Adanya kerjasama dengan BMKG dalam mensupport 

pengadaan alat peringatan dini yang canggih yang 

berfungsi sebagai alat mitigasi bencana seperti WRS 

(Warning Receiver System) New Generation; 

d. Adanya fasilitas call center 117 dari BNPB sebagai sarana 

informasi penerimaan laporan kejadian bencana di 

Kabupaten Kepulauan Selayar; 

e. Telah tersusunnya Dokumen Kajian Risiko Bencana 

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023-2028; 

f. Telah tersusunnya Dokumen Rencana Penanggulangan 

Bencana Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-

2029; 

g. Memiliki potensi kerjasama dengan beberapa lintas 

sektor/lintas OPD seperti BUMN, organisasi masyarakat, 

organisasi keagamaan dalam penanganan bencana. 
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A. Latar Belakang 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah 

yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung 

jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 

2014 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah. 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah 

perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk 

mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan 

pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan 

dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung 

jawaban secara periodik. 

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah 

yang baik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku 

unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan 

pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan 

mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub 

sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya 

memenuhi aspirasi masyarakat 

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar, capaian tujuan dan sasaran 

pembangunan yang dilakukan tidak hanya 

mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan 

keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai 

pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional. 

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan 

akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan 

harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan 
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sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur 

sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan 

dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih 

dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan 

nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang- 

undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran 

negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan 

nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 

Tahun 2014 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabuapten Kepulauan 

Selayar diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai 

perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang 

dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi 

pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan 

target yang telah ditetapkan. 

B. Maksud dan Tujuan 

Maksud laporan ini disusun dengan maksud 

memberikan gambaran capaian keberhasilan Pemerintah 

Kabupaten  Kepulauan  Selayar  tahun  2025 dalam 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

penanggulangan bencana. 

Adapun tujuannya adalah untuk mengukur kinerja 

Bupati tahun 2025 dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan di bidang penanggulangan bencana. 

C. Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

1. Dasar-Dasar Hukum Penyusunan 
 

a. Undang–Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 
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b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ); 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 

Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia 

Nomor 4741); 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 

f. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 

2008 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 

h. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 Nomor 91, 
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Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan 

Selayar Nomor 44); 

i. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 

Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 

Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 

113); 

j. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 23 Tahun 

2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Kepulauan Selayar Nomor 10.a Tahun 2020 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Berita 

Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 

Nomor 720); 

k. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 14 Tahun 

2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan 

Selayar Tahun 2024 Nomor 800). 

2. Struktur Organisasi 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar terbentuk berdasarkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 

2022 Tentang Perubahan atas Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah. Adapun Tugas, Fungsi dan Struktur 

Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 

14 Tahun 2024 tanggal 23 Februari 2024, mempunyai 

tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara 

terintegrasi meliputi pra bencana, tanggap darurat dan 

pasca  bencana  dan  sekaligus  mempunyai  fungsi 

 



5 

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah" 
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE 
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code 

 

 

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025 

pengordinasian, pengkomandoan dan pelaksana dengan 

susunan organisasi sebagai berikut : 

1) Kepala Pelaksana Badan 

2) Sekretariat, meliputi : 

a. Subbagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan 

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan 

c. Subbagian Keuangan 

3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; 

4) Bidang Kedaruratan dan Logistik; 

5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; 

6) Kelompok Jabatan Fungsional. 

Rincian tugas, fungsi dan uraian tugas jabatan 

struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD) Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut : 

1) Kepala Pelaksana Badan 

Kepala Pelaksana Badan mempunyai tugas pokok 

membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah. 

Kepala Pelaksana Badan dalam melaksanakan tugasnya 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang 

penanggulangan bencana daerah; 

b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan 

bidang penanggulangan bencana daerah; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan bidang 

penanggulangan bencana daerah; 

d. Pelaksanaan administrasi badan; dan 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Uraian tugas Kepala Pelaksana Badan meliputi : 

a. menyusun rencana kerja Badan sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk 

pelaksanaan tugas; 
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c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi 

pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan 

untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 

tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf 

dan/atau menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. merumuskan kebijakan urusan pemerintahan 

bidang penanggulangan bencana Daerah; 

g. menyelenggarakan kebijakan urusan 

pemerintahan bidang penanggulangan bencana 

Daerah; 

h. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan 

urusan pemerintahan bidang penanggulangan 

bencana Daerah; 

i. menyelenggarakan pengelolaan urusan umum 

dan administrasi kepegawaian; 

j. menyelenggarakan pengelolaan keuangan; 

k. mengoordinasikan dan menyelenggarakan 

pemantauan, pengendalian, dan evaluasi 

kebijakan teknis di bidang penanggulangan 

bencana daerah; 

l. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi 

dengan lembaga pemerintah dan lembaga non 

pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas 

dan fungsi; 

m. menilai kinerja pegawai ASN lingkup Badan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan; 

n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas 

Kepala Pelaksana Badan; 

o. memberikan saran pertimbangan kepada 

pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; 

dan 
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p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang 

diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

2) Sekretariat 

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang 

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana 

Badan mengoordinasikan kegiatan dan memberikan 

pelayanan teknis dan administratif kepada semua 

unsur di lingkungan Badan. 

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris 

menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, 

data, pelaporan, program, dan anggaran Badan 

Penanggulangan Bencana; 

b. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan 

perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan 

pelaporan keuangan; 

c. pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, 

keamanan dan kebersihan, perlengkapan, 

pengelolaan asset, dan dokumentasi; 

d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan 

pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi 

kinerja ASN lingkup badan; 

e. pelaksanaan penyusunan dan penetapan peraturan 

perundang- undangan bidang penanggulangan 

bencana daerah; 

f. pelaksanaan peningkatan disiplin dan kapasitas 

sumber daya aparatur; 

g. pelaksanaan perencanaan dan evaluasi kinerja 

badan; dan 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Sekretaris mempunyai Uraian tugas meliputi : 

a. menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
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b. mendistribusikan dan memberi petunjuk 

pelaksanaan tugas; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi 

pelaksanaan tugas dalam lingkungan sekretariat 

untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 

tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf 

dan/atau menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; 

f. melaksanakan penyusunan perencanaan, 

pemantauan, evaluasi, data, pelaporan, program, 

dan anggaran bidang penanggulangan bencana 

Daerah; 

g. melaksanakan pengelolaan verifikasi keuangan, 

pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan 

akuntansi dan pelaporan keuangan; 

h. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, rumah 

tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, 

pengolaan asset, dan dokumentasi; 

i. melaksanakan pengelolaan administrasi 

kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, serta 

evaluasi kinerja ASN lingkup badan; 

j. melaksanakan penyusunan dan penetapan 

peraturan perundang–undangan di bidang 

penanggulangan bencana daerah; 

k. melakasanakan penyelenggaraan peningkatan 

disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur 

lingkup Badan; 

l. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan 

produk hukum yang dilaksanakan oleh masing- 

masing bidang dalam lingkup Badan; 

m. melaksanakan perencanaan dan evaluasi kinerja 

Badan; 
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n. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, 

pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di 

bidang penanggulangan bencana Daerah; 

o. menyusun perjanjian kinerja Sekretaris; 

p. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 

lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah 

dalam rangka pelaksanaan tugas; 

q. menilai kinerja pegawai ASN lingkup Sekretariat 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas 

Sekretaris; 

s. memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan 

sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang 

diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

➢ Subbagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan 

dipimpin oleh Kepala Subbagian Hukum, 

Perencanaan dan Pelaporan yang mempunyai 

tugas membantu Sekretaris melaksanakan 

urusan: 

a. penyusunan program dan anggaran; 

b. pengelolaan data dan informasi; 

c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi; dan 

d. penyusunan laporan kinerja. 

Kepala Subbagian Hukum, Perencanaan dan 

Pelaporan mempunyai Uraian tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan Subbagian 

Hukum, Perencanaan dan Pelaporan sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk 

pelaksanaan tugas; 

c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi 

pelaksanaan tugas dalam lingkungan 

Subbagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan 

 



10 

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah" 
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE 
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code 

 

 

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025 

untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 

tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf 

dan/atau menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang 

tugasnya; 

f. menyiapkan bahan penyusunan program dan 

kegiatan Badan; 

g. memfasilitasi penyusunan rencana strategis 

dan rencana kerja Badan; 

h. menyusun program dan kegiatan Badan dalam 

dokumen perencanaan; 

i. melakukan koordinasi dan sinkronisasi 

perencanaan Badan; 

j. memfasilitasi penjaringan inovasi Daerah di 

bidang penanggulangan bencana Daerah; 

k. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian 

mandiri reformasi birokrasi Badan; 

l. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi 

dokumen perencanaan anggaran; 

m. memfasilitasi penyusunan dan penetapan 

peraturan perundang-undangan bidang 

penanggulangan bencana Daerah; 

n. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi peraturan 

perundang-undangan bidang penanggulangan 

bencana; 

o. melakukan pengarsipan dokumen peraturan 

perundang-undangan bidang dan 

penanggulangan bencana daerah; 

p. menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar 

realisasi kinerja Badan; 

q. menyusun perjanjian kinerja Subbagian 

Hukum, Perencanaan dan Pelaporan; 

r. memfasilitasi penyusunan perjanjian kinerja 

Badan; 
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s. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan 

lembaga pemerintah dan lembaga non 

Pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas; 

t. menilai kinerja pegawai ASN lingkup Subbagian 

Hukum, Perencanaan dan Pelaporan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan; 

u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas 

Kepala Subbagian Hukum, Perencanaan dan 

Pelaporan; 

v. memberikan sarana pertimbangan kepada 

pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; 

dan 

w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang 

diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

➢ Subbagian Umum, Kepegawaian dipimpin oleh 

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang 

mempunyai tugas membantu Sekretaris 

melaksanakan urusan; 

a. Persuratan; 

b. Kearsipan; 

c. perlengkapan dan rumah tangga; 

d. aset; dan 

e. pengelolaan kepegawaian. 

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 

mempunyai Uraian tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum 

dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk 

pelaksanaan tugas; 

c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi 

pelaksanaan   tugas   dalam   lingkungan 
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Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk 

mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf 

dan/atau menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang 

tugasnya; 

f. melakukan pengelolaan administrasi 

kepegawaian; 

g. melakukan urusan surat menyurat dan tata 

naskah dinas; 

h. melakukan pengelolaan aset, perlengkapan, 

dan rumah tangga; 

i. melakukan pemeliharaan kebersihan dan 

keamanan lingkungan kantor; 

j. melakukan pengelolaan administrasi 

perkantoran;   

k. melakukan pengelolaan informasi dan 

dokumentasi pelaksanaan program dan 

kegiatan;   

l. melakukan kearsipan dan ekspedisi; 

m. melakukan peningkatan kapasitas sumber 

daya aparatur;   

n. melakukan kebijakan pimpinan terkait 

penegakan disiplin pegawai lingkup Badan; 

o. melakukan analisa beban kerja dan analisa 

jabatan lingkup Badan; 

p. melakukan analisa kebutuhan pegawai lingkup 

Badan; 

q. menyusun perjanjian kinerja Subbagian Umum 

dan Kepegawaian; 

r. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan 

lembaga pemerintah dan lembaga non 

Pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas; 
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s. menilai kinerja pegawai ASN lingkup Subbagian 

Umum dan Kepegawaian sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

t. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas 

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

u. memberikan sarana pertimbangan kepada 

pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; 

dan 

v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang 

diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

➢ Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala 

Subbagian yang mempunyai tugas membantu 

Sekretaris melaksanakan urusan: 

a. pengelolaan keuangan; 

b. penatausahaan keuangan; 

c. akuntansi; 

d. verifikasi; dan 

e. pembukuan. 

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai Uraian 

tugas : 

  menyusun rencana kegiatan Subbagian 

Keuangan sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas; 

  mendistribusikan dan memberi petunjuk 

pelaksanaan tugas; 

  memantau, mengawasi, dan mengevaluasi 

pelaksanaan tugas dalam lingkungan 

Subbagian Keuangan untuk mengetahui 

perkembangan pelaksanaan tugas; 

 menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf 

dan/atau menandatangani naskah dinas; 

  mengikuti rapat sesuai dengan bidang 

tugasnya; 
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 memfasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan 

ASN; 

  menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi 

dokumen perencanaan keuangan; 

  melakukan penyusunan akuntansi dan 

pelaporan keuangan; 

 melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan 

tanggapan hasil pemeriksaan aparat fungsional 

pengawasan; 

 menyusun laporan keuangan 

bulanan/semesteran; 

  menyusun laporan prognosis realisasi 

anggaran; 

 menyusun laporan keuangan akhir tahun; 

  menyusun perjanjian kinerja Subbagian 

Keuangan; 

 melakukan koordinasi dan konsultasi dengan 

lembaga pemerintah dan lembaga non 

Pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas; 

 menilai kinerja pegawai ASN lingkup Subbagian 

Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

 menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas 

Kepala Subbagian Keuangan; 

  memberikan sarana pertimbangan kepada 

pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; 

dan 

  melaksanakan tugas kedinasan lain yang 

diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan 

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin 

oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu 

Kepala  Pelaksana  Badan  dalam  mengoordinasikan, 
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merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis 

bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. 

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang 

Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi ; 

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pencegahan 

dan kesiapsiagaan; 

b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pencegahan 

dan kesiapsiagaan; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 

pencegahan dan kesiapsiagaan; 

d. Pelaksanaan administrasi di bidang pencegahan dan 

kesiapsiagaan; dan 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Uraian tugas Kepala Bidang Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan, meliputi : 

a. Menyusun rencana kegiatan Bidang 

Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk 

pelaksanaan tugas; 

c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi 

pelaksanaan tugas dalam lingkup Bidang 

Pencegahan dan Kesiapsiagaan untuk mengetahui 

perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf 

dan/atau menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; 

f. merumuskan rencana dan pelaksanaan pengkajian, 

pengembangan, pemantauan dan pemantapan 

penanggulangan bencana; 

g. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan 

teknis pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap 

penanggulangan bencana; 

h. membuat  rencana  induk  dan  rencana  Daerah 
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dalam rangka pembangunan Daerah pemukiman 

akibat bencana; 

i. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, 

pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di 

bidang pencegahan dan kesiapsiagaan; 

j. membuat rencana pengembangan wilayah yang 

berkenaan dengan penanggulangan bencana; 

k. membuat rencana induk dan rencana detail 

pembangunan fasilitas prasarana dalam rangka 

penanggulangan bencana; 

l. membuat peta rawan bencana dan penyebarannya 

kepada masyarakat; 

m. menyiapkan data potensi penanggulangan bencana; 

n. menyediakan data wilayah yang dapat digunakan 

dalam sistem informasi penanggulangan bencana 

Indonesia; 

o. melakukan pelatihan tim reaksi cepat melalui uji 

coba geladi tentang rencana kontijensi bencana; 

p. menyiapkan fasilitas dan spesifikasi keahlian tim 

reaksi cepat maupun satgas penanggulangan 

bencana; 

q. menyiapkan pos komunikasi di daerah rawan 

bencana termasuk fasilitas komunikasi; 

r. menyebarkan informasi tentang bencana yang 

mungkin timbul dengan segala akibat sebagai 

persiapan penyelamatan ataupun pengungsian; 

s. menyiapkan dan memeriksa tanda-tanda bahaya 

yang berlaku guna peringatan dini bagi masyarakat 

untuk mengetahui bencana yang terjadi; 

t. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, 

pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang 

pencegahan dan kesiapsiagaan; 

u. menyusun perjanjian kinerja Bidang Pencegahan 

dan Kesiapsiagaan; 

v. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 
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lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah 

dalam rangka pelaksanaan tugas; 

w. menilai kinerja pegawai ASN lingkup Bidang 

Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

x. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala 

Bidang Pencegahan dan Kesisapsiagaan; 

y. memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan 

sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

z. melaksanakan tugas kedinasan lain yang 

diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

4) Bidang Kedaruratan dan Logistik 

Bidang Kedaruratan dan Logistik Dipimpin oleh 

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik yang 

mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana Badan 

dalam mengoordinasikan, merumuskan dan 

melaksanakan kebijakan teknis bidang kedaruratan 

dan logistik. 

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Kedaruratan 

dan Logistik mempunyai fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis bidang kedaruratan 

dan logistik; 

b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang kedaruratan 

dan logistik; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 

kedaruratan dan logistik; 

d. Pelaksanaan administrasi di bidang kedaruratan 

dan logistik. 

Uraian tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik 

meliputi : 

a. menyusun rencana kegiatan Bidang Kedaruratan 

dan Logistik sebagai pedoman dalam pelaksanaan 

tugas; 
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b. mendistribusikan dan memberi petunjuk 

pelaksanaan tugas; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi 

pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang 

Kedaruratan dan Logistik; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, 

dan/atau menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; 

f. merumuskan rencana dan pelaksanaan kegiatan 

kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana 

daerah; 

g. melaksanakan tanggap kedaruratan dan logistik; 

h. memberi pertolongan terhadap korban dilokasi 

bencana; 

i. mengevakuasi korban ke daerah aman; 

j. mengoordinasikan lokasi daerah aman dan 

memberi tindakan lebih lanjut; 

k. mengoordinasikan evakuasi medik, pengobatan 

darurat dan lanjutan ke rumah sakit, menjamin 

kesehatan dan gizi para pengungsi; 

l. mengoordinasikan perbaikan darurat terhadap 

sarana ekonomi, perhubungan dan kehidupan 

masyarakat, penyediaan air bersih, dan fasilitas 

mandi, cuci dan kakus; 

m. melakukan perhitungan kerugian fisik, sarana dan 

prasarana akibat bencana; 

n. memberikan bantuan atau tindakan 

penanggulangan bencana; 

o. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam 

rangka pengadaan logistik; 

p. menerima, menyiapkan dan menyalurkan bantuan 

logistik; 

q. melakukan pemeliharaan bantuan logistik ketika 

terjadi bencana; 
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r. melakukan pelaporan bantuan baik penerimaan 

maupun penyaluran logistik ketika terjadi bencana; 

s. melakukan administrasi pertanggungjawaban 

bantuan bencana; 

t. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, 

pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di 

bidang kedaruratan dan logistik; 

u. menyusun perjanjian kinerja Bidang Kedaruratan 

dan Logistik; 

v. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 

lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah 

dalam rangka pelaksanaan tugas; 

w. menilai kinerja pegawai ASN lingkup Bidang 

Kedaruratan dan Logistik sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

x. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala 

bidang kedaruratan dan logistik; 

y. memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan 

sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

z. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di 

perintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin 

oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu 

Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan 

dan melaksanakan kebijakan teknis bidang rehabilitasi 

dan rekonstruksi. 

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Rehabilitasi 

dan Rekonstruksi mempunyai fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi 

dan rekonstruksi; 

b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang rehabilitasi 

dan rekonstruksi; 
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c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 

rehabilitasi dan rekonstruksi; 

d. pelaksanaan administrasi di bidang rehabilitasi 

dan rekonstruksi; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Uraian tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan 

Rekonstruksi, meliputi : 

a. menyusun rencana kegiatan Bidang Rehabilitasi 

dan Rekonstruksi sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk 

pelaksanaan tugas; 

c.  memantau, mengawasi dan mengevaluasi 

pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk mengetahui 

perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, 

dan/atau menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; 

f. merumuskan rencana dan pelaksanaan kegiatan 

rehabilitasi dan rekonstruksi; 

g. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan 
 

teknis rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap 

bencana; 

h. melaksanakan evaluasi 
 

pelaksanaan 
 

kegiatan 

rehabilitasi dan rekonstruksi; 

i. menganalisa secara menyeluruh dan mengevaluasi 

akibat bencana; 

j. merehabilitasi fisik terbatas akibat bencana; 

k. merehabilitasi korban bencana baik fisik maupun 

mental akibat bencana; 

l. mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan 

rehabilitasi ketika terjadi bencana; 

m. melakukan kegiatan yang berkenaan dengan 
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ketahanan terhadap gempa; 

n. menyiapkan fasilitas terhadap penanggulangan 

bencana; 

o. memberikan saran serta laporan terhadap 

penyelamatan akibat bencana; 

p. mengoordinasikan dan melaksanakan 

pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan 

teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi; 

q. menyusun perjanjian kinerja Bidang Rehabilitasi 

dan Rekonstruksi; 

r. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 

lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah 

dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; 

s. menilai kinerja pegawai ASN lingkup Bidang 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

t. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala 

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; 

u.  memberikan saran pertimbangan kepada 

pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; 

dan 

v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di 

perintahkan atasan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

6) Kelompok Jabatan Fungsional 

Pada Badan dapat dibentuk sejumlah kelompok 

jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas 

melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas 

fungsional masing masing berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada 

pengaturan sistem kerja. 
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3. LINGKUNGAN STRATEGI 

a. Jumlah ketersediaan SDM (ASN dan PHL ) BPBD 

Kab.Kep.Selayar 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya dengan mengedepankan 

profesionalisme yang berlandaskan keimanan dan 

ketaqwaan sebagai pondasi utama dalam upaya untuk 

mencapai tujuan dimana potensi yang dimilikinya 

diarahkan untuk merealisasikan Visi dan Misi antara 

lain : 

Tabel 1.1. 
Potensi Sumber Daya Aparatur Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 
No Pangkat / Gol. Jumlah Pendidikan Keterangan 

1 2 3 4 5 

1. Pembina Utama 

Madya 

1 Orang S2 Kepala Pelaksana 

2. Pembina Tk. I 1 Orang S2 Sekretaris 

3. Pembina 2 Orang S1, S2 Kabid. / Kasubag. 

4. Penata TK. I 6 Orang S1/S2 Kabid./Kasubag./ 

Fungsional Tertentu 

5. Penata Muda Tk. I 3 Orang S1/S2 Fungsional Pelaksana 

6. Penata Muda 2 Orang S1/SMA Fungsional Pelaksana 

7. Pengatur Tk I 1 Orang SMA Fungsional Pelaksana 

8. Pengatur 1 Orang SMA Fungsional Pelaksana 

9. PPPK/IX 2 Orang S1 Penata PB Ahli 

Pertama 

10. - 67 Orang S1, DII, 

SMA 

Pegawai Harian Lepas 

(PHL) 

 
Jumlah 86 orang 

  

Sumber: Sekretariat BPBD Kab. Kep. Selayar, Tahun 2025. 

 

Tabel 1.1. menunjukkan bahwa ketersediaan 

sumber daya aparatur belum cukup memadai dengan 

total pegawai sebanyak 87 orang, melihat kenyataan 

yang ada di lapangan masih membutuhkan aparatur 

yang memiliki kemampuan/skill yang secara teknis 
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mampu menyikapi persoalan pada Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar yang dinilai semakin kompleks. 

b. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan 

Penjenjangan 

Tabel 1.2. 

Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan 

Penjenjangan 

No. Nama Pelatihan Penjenjangan Jumlah 

1 2 3 

1 ADUM/ADUMLA/DIKLATPIM 
 
TK. IV 

5 Orang 

2 SPAMA/ DIKLATPIM TK. III 1 Orang 

3 SPAMEN/DIKLATPIM TK. II 1 Orang 

Jumlah 7 Orang 

Sumber: Sekretariat BPBD Kab. Kep. Selayar, Tahun 2025. 

Grafik 1.1. 

Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan 

Berdasarkan tabel 1.2. dan grafik 1.1. menunjukkan 

bahwa sumber daya aparatur yang telah mengikuti 

pelatihan penjenjangan masih 7 orang atau sekitar 70 

% dari total pejabat sebanyak 10 orang pada lingkup 
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Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar. 

c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan 

Tabel 1.3. 

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan 

No. Golongan Jumlah 

1 2 3 

1 IV 4 Orang 

2 III 11 Orang 

3 II 2 Orang 

4 PPPK 2 Orang 

5 PHL 68 Orang 

Jumlah 87 Orang 

Sumber: Sekretariat BPBD Kab. Kep. Selayar, Tahun 2025. 

 

Grafik 1.2. 

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan 

 

 

Berdasarkan tabel 1.3. dan grafik 1.2. menunjukkan 

terdapat 8 jabatan struktural dengan golongan ruang 

IV dan III, dan terdapat pula jabatan fungsional 

tertentu sebanyak 2 orang dengan golongan ruang III, 

dan golongan ruang II terdapat 2 orang ASN, dan 

terdapat 2 orang PPPK dengan golongan ruang IX, 

serta Pekerja Harian Lepas (PHL) sebanyak 68 orang 

 



25 

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah" 
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE 
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code 

 

 

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025 

dengan total ASN dan PHL sebanyak 87 orang pada 

lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD) Kabupaten Kepulauan Selayar. 

d. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf 

Tabel 1.4. 

Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon dan Fungsional 

No. Jabatan Jumlah 

1 2 3 

1 Eselon II 1 Orang 

2 Eselon III 4 Orang 

3 Eselon IV 3 Orang 

4 Fungsional Tertentu 2 Orang 

5 Fungsional Pelaksana 7 Orang 

6 PPPK 2 Orang 

Jumlah 19 Orang 

Sumber: Sekretariat BPBD Kab. Kep. Selayar, Tahun 2025. 

 

Grafik 1.3. 

Jumlah Pegawai yang menduduki eselon dan fungsional 

Berdasarkan tabel 1.4 dan grafik 1.3 di atas, 

dapat dilihat bahwa terdapat 1 orang yang 

menduduki jabatan eselon II sebagai Kepala 

Pelaksana BPBD, dan terdapat 4 orang yang 

menduduki jabatan eselon III sebagai Sekretaris dan 

Kepala Bidang, dan terdapat 3 orang yang 

menduduki jabatan eselon IV sebagai Kasubag, dan 2 
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orang dengan jabatan Fungsional Tertentu dan 7 

Orang dengan jabatan Fungsional Pelaksana, dan 2 

orang dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 

Kerja (P3K) sehinggal total ASN pada Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar sebanyak 19 orang. 

e. Jumlah Relawan Bencana 

Tabel. 1.5. 

Jumlah Relawan Bencana 
 

No. Uraian Jumlah 

1 2 3 
1 Tim SAR 5 Orang 

2 TRC PB 132 Orang 

3 Relawan Bencana (RB) 250 Orang 

Jumlah 387 Orang 

Sumber: BPBD Kab. Kep. Selayar, Tahun 2025. 

Grafik 1.4. 

Jumlah Relawan Bencana 

 

Berdasarkan tabel 1.5 dan grafik 1.4. 

menunjukkan bahwa terdapat 5 orang sebagai 

Relawan Tim SAR, dan terdapat 132 orang sebagai 

relawan TRC PB, dan terdapat 250 orang sebagai 

relawan  bencana  Desa  yang  telah  mengikuti 
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pelatihan mitigasi dan pencegahan bencana di 

Kabupaten Kepulauan Selayar. 

f. Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana 

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, 

disamping ketersediaan sumberdaya manusia yang 

sesuai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, 

ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi 

syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta 

memfasilitasi kinerja untuk pencapaian target 

yang ditetapkan. Berikut ini rincian 

ketersediaan sarana dan prasarana yang 

dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar. 

Tabel. 1.6. 

Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana 

Penanggulangan bencana (kendaraan operasional) 

 
No. 

 
Uraian 

 
Jumlah 

 
Tahun 

Perolehan 

Kondisi 

Baik Rusak 

Ringan 

Rusak 

Berat 

1. Mobil Dapur 

Lapangan 

Izusu NKR 

BNPB 

1 Unit 2011 √   

2. Speed Boat 1 Unit 2009   √ 

3. Kapal Laut 

Bermotor 

1 Unit 2010   √ 

4. Perahu Karet 

Dolphim 

1 Unit 2015   √ 

5. Perahu 

Politilene 

2 unit 2016   √ 

6. Politilene 2 unit 2016 √   

7. Mobil Rescue 

Ford RDC 

STD 

Colt L 300 

1 Unit 

 
1 Unit 

2011 

 
2018 

√ 

 
√ 
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8. Mobil 

Operasional 

1 Unit 2018 √   

9. Motor 

Lapangan 

Trail 

Kawasaki LX 

2 Unit 

2 unit 

2011 

2016 

√ 

√ 

  

10. Motor Dinas 

lainnya 

20 Unit 2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2016 

2017 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

  

 JUMLAH 35 Unit  30 0 5 

Sumber: BPBD Kab. Kep. Selayar, Tahun 2025. 

Berdasarkan tabel 1.6 menunjukkan jumlah 

aset yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana 

Kabupaten Kepulauan Selayar berupa kendaraan 

operasional, dapat dilihat terdapat 35 unit kendaraan 

operasional, dari total tersebut 30 unit aset dengan 

kondisi baik dengan persentase 85,7 %, dan terdapat 

aset dengan kondisi rusak berat sebanyak 4 unit 

dengan persentase 14,3 %, dan tidak terdapat aset 

dengan kondisi rusak ringan dengan persentase 0 %. 

Komposisi data tersebut dapat menjadi acuan dalam 

penyusunan kebutuhan aset di lingkungan BPBD 

Kabupaten Kepulauan Selayar di tahun berikutnya. 

g. Peralatan Kebencanaan 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

Kabupaten Kepulauan Selayar menempatkan sarana 

dan prasarana peralatan kebencanaan pada gudang 

BPBD yang berlokasi di Jalan Muh.Kareng Bonto No. 

30 Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, 

dan dengan kelengkapan sarana dan prasarana yang 

ada yang dapat dilihat pada tabel 1.7 dibawah ini : 
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Tabel. 1.7. 

Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana 

Penanggulangan bencana (peralatan kebencanaan) 

 
No 

 
Uraian 

 
Jumlah 

 
Tahun 

Perole 

han 

Kondisi 

Baik Rusak 

Rin 

gan 

Rusa 

k 

Berat 

1 Tenda 

Pengungsi 

4 Peti 2011  √  

2 Tenda 

Dome/Tenda 

Keluarga 

5 Buah 2011 √   

3 Multi Purpose 

Solar Cell 

13 Buah 2015 √   

4 Baju 

Pelampung 

233 
 
 

410 

Buah 
 
 

Buah 

2008 

2009 

2015 

 √  

5 Pesawat 

telepon Rig2 M 

Band 

1 Buah 2008   √ 

6 Tandu 2 Buah 2007   √ 

7 Vellbad 160 Buah 2009 

2016 

√ √ √ 

8 Field Bad 

BNPB 

10 Buah 2011   √ 

9 Tangga 

Aluminium/K 

atrol 

2 Buah 2011   √ 

10 Tenda peleton 2 Buah 2011 √   

11 Tenda Posko 1 Buah 2011 √   

12 Tenda Regu 3 Buah 2011 √   

13 Tenda 

Keluarga 

BNPB 

4 Buah 2011 √   

14 BNPB water 

treatment 

1 Unit 2011 √   

15 Chain Saw 5 

8 

Buah 

Buah 

2019 

2021 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

16 Garmin GPS 1 Buah 2014   √ 
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17 Sargon Alas 

Tenda 

6 Lembar 2015   √ 

18 Hoda 

Generation Set 

1 Buah 2014 √   

19 Senter HiD 

Seachlight 

1 Buah 2011   √ 

20 RIG Pesawat 

Radio 

1 Buah 2011   √ 

21 HT ALINCO 15 Buah 2008   √ 

22 Faximili 

Panasonic 

1 Buah 2011   √ 

23 Toa Mega 

Phone 

1 Buah 2011   √ 

24 Sony 

Handycam 

1 Buah 2011 √   

25 Camera Digital 1 Buah 2017 √   

26 Mesin Kapal 

Djiangdong JD 

300 

2 Buah 2014   √ 

27 Peralatan 

Deteksi 

Gempa 

1 Unit 2015 √   

Sumber : Data Inventaris Peralatan pada Bidang kedaruratan dan Logistik 

BPBD Kab. Kep. Selayar Tahun 2025. 

 

Berdasarkan tabel 1.7 menunjukkan Sarana 

dan prasarana ini digunakan dalam kondisi tertentu, 

yang dapat dimobilisasikan pada saat terjadi bencana 

(tanggap darurat) dalam berbagai skala baik lokal, 

regional maupun nasional. Dengan demikian 

BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar menggunakan 

sarana dan prasarana ini secara selektif dengan 

mempertimbangkan tingkat kejadian dan 

kemampuan daerah dalam menangani bencana. 

BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar juga 

memiliki alat peringatan dini (Early Warning System). 

Early Warning System atau Sistem Peringatan Dini 

Bencana merupakan elemen yang penting dalam 

upaya pengurangan risiko bencana. Peringatan dini 
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bencana sebagai salah satu bagian dalam 

penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk 

mengambil tindakan dan respon cepat dan tepat yang 

sesuai untuk melakukan penyelamatan dan 

menghindari korban jiwa serta mengurangi dampak 

bencana tersebut. Sistem Peringatan Dini bencana 

digunakan baik pada saat kejadian bencana maupun 

pra bencana. Pada kondisi pra bencana, sistem 

peringatan dini berfungsi sebagai tindakan antisipatif 

sebelum kejadian bencana. 

Dengan menilik dan mempertimbangkan risiko 

bencana yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar 

yang potensi bencana tsunami dengan kategori risiko 

tinggi maka sistem peringatan dini yang ada yaitu : 

➢ Early Warning System (EWS) Gempa Bumi dan 

Tsunami BMKG 

EWS Gempa Bumi dan Tsunami ini merupakan alat 

EWS yang dipinjam pakaikan oleh BMKG kepada 

BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar berupa Warning 

Receiver System -New Generation (WRS NewGen), 

merupakan   sistem  Real-Time  penerima informasi 

gempa bumi dan peringatan dini tsunami dengan 

menggunakan perangkat  recommended  hardware 

berupa smart display dan terkoneksi secara online 

dengan sistem diseminasi di Pusat InaTEWS-BMKG. 

Keunggulan  dari alat  WRS NewGen ini  adanya 

informasi gempa  bumi real-time  yang  disertai 

visualisasi penjalaran gelombang P dan S (gelombang 

merusak), dan hal ini merupakan terobosan baru 

BMKG dalam penyebaran informasi gempa bumi dan 

peringatan dini tsunami yang dapat memberikan 

informasi secara cepat. Sebagai tambahan informasi 

smart display ini disupport dengan operating system 

Linux, aplikasi  WRS client,  dan browser  untuk 

membukan  informasi  seperti  google  chrome dan 
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mozilla firefox. 

Adapun informasi fitur informasi yang ditampilkan 

seperti : 

h. Bunyi alarm (saat menerima informasi atau 

peringatan); 

i. Informasi gempa bumi real-time dari BMKG secara 

otomatis disertai dengan visualisasi penjalaran 

gelombang P dan S (gelombang merusak); 

j. Informasi gempa bumi M diatas 5, peringatan dini 

tsunami dan gempa bumi dirasakan yang dikirim 

sesuai dengan SOP BMKG sertai Pop Up Window 

dalam bentuk teks dan peta; 

k. Data historis informasi gempa bumi real time selama 

20 hari terakhir, historis informasi gempa bumi M 

diatas 5, historis peringatan dini tsunami dan 

historis gempa dirasakan; 

l. Shake Map (peta guncangan); 

m. Berbasis Cloud; 

n. Info skala MMI; dan 

o. Glossary. 

Gambar 1.1 
Alat Peringatan Dini WRS Ina-TEWS (Warning Receiver 

System Indonesia Tsunami Early Warning System). 
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h. Keuangan 

 
Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka 

dalam tahun 2025 tersedia anggaran sebesar 

Rp.4.337.311.500,- (Empat Milyar Tiga Ratus Tiga 

Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus 

Rupiah) dengan rincian sebagaimana tabel berikut : 

Tabel 1.8 

Program kegiatan keuangan tahun 2025 
 

No. 
JENIS 

BELANJA 
PROGRAM 

KEGIATAN/SUB 

KEGIATAN 
ANGGARAN 

1. Belanja 

Langsung 

- Belanja 

Pegawai 

- Belanja 

Barang 

& Jasa 

- Belanja 

Modal 

  4.337.311.500,- 

2.065.926.000,- 

2.214.885.500,- 

 
56.500.000,- 

  A. Program 

Penunjang 

Urusan 

Pemerinta 

han Daerah 

Kab. /Kota 

1. Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

- Penyusunan 

dokumen 

perencanaan 

perangkat daerah 

- Koordinasi  dan 

penyusunan 

dokumen RKA – 

SKPD 

- Koordinasi dan 

penyusunan 

16.500.000,- 
 
 
 
 
 

6.979.200,- 
 
 
 
 
 

2.300.000,- 
 
 
 
 
 

650.000,- 
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   dokumen 

perubahan RKA – 

SKPD 

- Koordinasi  dan 

penyusunan 

dokumen DPA – 

SKPD 

- Koordinasi dan 

penyusunan 

dokumen 

Perubahan DPA – 

SKPD 

- Koordinasi dan 

penyusunan 

laporan  capaian 

kinerja   dan 

ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD 

- Evaluasi kinerja 

perangkat daerah 

 
 
 

 
2.300.000,- 

 

 
650.000,- 

 
 

 
1.297.300,- 

 
 

 
2.323.500,- 

   2. Administrasi 

keuangan perangkat 

daerah 

- Penyediaan gaji 

dan tunjangan 

ASN 

- Koordinasi dan 

penyusunan 

laporan keuangan 

akhir tahun SKPD 

- Pengelolaan  dan 

penyiapan bahan 

tanggapan 

pemeriksaan 

2.082.826.000,- 

 
2.065.926.000,- 

 
7.700.000,- 

 

 
4.000.000,- 
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   - Penyusunan 

pelaporan dan 

analisis  prognosis 

realisasi anggaran 

5.200.000,- 

   3. Administrasi 

Barang milik 

Daerah pada 

perangkat daerah 

- Penatausahaan 

Barang milik 

Daerah pada 

SKPD 

4.500.000,- 
 
 
 
 
 

4.500.000,- 

   4. Administrasi 

kepegawaian 

perangkat daerah 

- Pendidikan dan 

pelatihan pegawai 

berdasarkan 

tugas dan fungsi 

0,- 
 
 

 
0,- 

   5. Administrasi umum 

perangkat daerah 

- Penyediaan 

komponen 

instalasi listrik / 

penerangan 

bangunan kantor 

- Penyediaan 

Barang Cetakan 

dan Penggandaan 

- Penyediaan bahan 

bacaan dan 

peraturan 

perundang  – 

164.675.300,- 
 
 

3.242.300,- 
 
 
 
 
 

 
8.849.000,- 

 
 

 
3.000.000,- 
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   undangan 

- Penyelengaraan 

rapat koordinasi 

dan  konsultasi 

SKPD 

 
149.584.000,- 

   6. Pengadaan barang 

milik daerah 

penunjang urusan 

pemerintah daerah 

- Pengadaan Mebel 

- Pengadaan 

peralatan dan 

mesin lainnya 

56.500.000,- 
 
 
 
 

 
0,- 

 
56.500.000,- 

   7. Penyediaan jasa 

penunjang urusan 

pemerintah daerah 

- Penyediaan jasa 

komunikasi, 

sumber daya  air 

dan listrik 

- Penyediaan jasa 

pelayanan umum 

dan kantor 

759.988.700,- 
 
 

 
103.360.000,- 

 
 
 
 
 

656.628.700,- 

   8. Pemeliharaan 

barang milik daerah 

penunjang urusan 

pemerintah daerah 

- Penyediaan jasa 

pemeliharaan, 

biaya 

pemeliharaan, 

dan pajak 

kendaraan 

perorangan dinas 

209.700.000,- 
 
 
 
 
 

42.130.000,- 
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   atau kendaraan 

dinas jabatan 

- Penyediaan  jasa 

pemeliharaan, 

biaya 

pemeliharaan, 

dan pajak 

perizinan 

kendaraan dinas 

opersional  atau 

lapangan 

- Pemeliharaan 

peralatan dan 

mesin lainnya 

- Pemeliharaan 

/rehabilitasi 

gedung  kantor 

dan bangunan 

lainnya 

 
 
 

135.540.000,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13.030.000,- 

 
 

 
19.000.000,- 

  B. Program 

penanggu 

langan 

bencana 

1. Pelayanan informasi 

rawan bencana 

kabupaten/kota 

- Sosialisasi, 

komunikasi, 

informasi dan 

edukasi (KIE) 

rawan bencana 

kabupaten / kota 

54.627.800,- 
 
 

 
54.627.800,- 
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   2. Pelayanan 

pencegahan dan 

kesiapsiagaan 

terhadap bencana 

- Pengelolaan 

Risiko Bencana 

Kabupaten/Kota 

- Penyediaan 

peralatan 

perlindungan dan 

kesiapsiagaan 

terhadap bencana 

Kabupaten/Kota 

- Penguatan 

Kapasitas 

Kawasan Untuk 

Pencegahan  dan 

Kesiapsiagaan 

- Pengembangan 

kapasitas  Tim 

Reaksi Cepat 

(TRC) bencana 

kabupaten /kota 

- Penyusunan 

Rencana 

Penanggulangan 

Bencana 

Kabupaten/Kota 

- Pelatihan 

Pencegahan dan 

Mitigasi Bencana 

Kabupaten/Kota 

510.435.800,- 
 
 
 
 
 

15.559.100,- 
 
 

 
45.311.700,- 

 
 
 
 
 
 
 
 

54.250.100,- 
 
 
 
 
 

 
39.503.500,- 

 
 
 
 
 

 
321.914.200,- 

 
 
 
 
 

 
33.897.200,- 
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   3. Pelayanan 

penyelamatan dan 

evakuasi korban 

bencana 

- Respon cepat 

darurat bencana 

kabupaten/kota 

- Pencarian, 

pertolongan dan 

evakuasi korban 

bencana 

kabupaten /kota 

- Penyediaan 

Logistik 

Penyelamatan dan 

Evakuasi Korban 

Bencana 

Kabupaten/kota 

- Peningkatan 

kapasitas sumber 

daya aparatur 

dalam 

penanganan 

keadaan  darurat 

Kabupaten/Kota 

- Penyediaan 

logistik 

penyelamatan dan 

evakuasi korban 

bencana 

Kabupaten/Kota 

- Aktivasi Sistem 

Komando 

Penanganan 

253.590.900,- 
 
 
 
 
 

11.000.000,- 
 
 

 
11.290.000,- 

 
 
 
 
 

 
98.456.000,- 

 
 
 
 
 
 
 
 

773.900,- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
133.859.000,- 

 
 
 
 
 
 
 
 

96.668.000,- 
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   Darurat bencana 

Kabupaten/Kota 

 

   4. Penataan Sistem 

Dasar 

Penanggulangan 

Bencana 

- Pengelolaan dan 

Pemanfaatan 

Sistem Informasi 

Kebencanaan 

- Penanganan 

Pascabencana 

Kabupaten/kota 

223.967.000,- 
 
 
 
 
 

35.213.000,- 
 
 
 
 
 

188.754.000,- 

 
D. Isu – isu Strategis 

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan 

fungsi pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu: 

1. Belum optimalnya perkuatan kesiapsiagaan, penanganan 

darurat dan pemulihan bencana; 

2. Kesadaran dan kepedulian masyarakat atas sumber daya 

alam dan lingkungan hidup yang masih rendah; 

3. Menurunnya kualitas hidup dan rendahnya ketahanan 

(resiliensi) terhadap bencana dan perubahan iklim; 

4. Belum optimalnya penanganan tematik Kawasan rawan 

bencana; 

5. Belum optimalnya perkuatan kebijakan dan kelembagaan 

penanggulangan bencana. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut di 

atas adalah sebagai berikut : 

1) Faktor Internal : 

1. Keterbatasan kompetensi teknis sumber daya aparatur 

penanggulangan bencana yang belum merata; 

 



41 

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah" 
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE 
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code 

 

 

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025 

2. Minimnya personil Tim Reaksi Cepat (TRC) yang 

mendapatkan pelatihan, simulasi, dan sertifikasi 

kebencanaan; 

3. Keterbatasan Sarana dan prasarana (peralatan evakuasi) 

yang belum memadai; 

2) Faktor Eksternal : 

1. Perubahan iklim yang meningkatkan frekuensi dan 

intensitas bencana; 

2. Kerusakan lingkungan dan tata ruang yang tidak sesuai 

dengan daya dukung wilayah; 

3. Kurangnya alokasi anggaran yang memadai dalam 

rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana; 

4. Masih rendahnya kesadaran dan budaya sadar bencana 

di masyarakat. 

Dari permasalahan yang dihadapi oleh Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan 

Selayar diatas dapat ditarik beberapa isu-isu strategis 

sebagai berikut : 

1. Perubahan iklim memicu peningkatan kerentanan 

masyarakat di Kawasan rawan bencana; 

2. Menurunnya kualitas lingkungan hidup dan sumber 

daya alam mempengaruhi optimalisasi penanggulangan 

bencana; 

3. Tata Ruang yang tidak berbasis risiko bencana; 

4. Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang belum 

optimal. 
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BAB II 

 
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

 
Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah. 

A. Rencana Strategis 

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasaan dan sebagian 

besar kewenangan kepada daerah dalam penyelenggaraan 

otonomi daerah. Seiring dengan estafet kepemimpinan Bupati 

di Kabupaten Kepulauan Selayar dan telah terpilih dan 

dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 20 

Februari 2025, maka Bupati dan Wakil Bupati berkewajiban 

untuk menyampaikan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) sebagai acuan dasar 

penyelenggaraan pemerintahan daerah serta dokumen 

perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode 

selama 5 ( lima ) tahunan yang berisi penjabaran dari visi , 

misi , dan program kepala daerah dengan berpedoman pada 

RPJP Daerah (Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan 

Selayar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan 

Selayar Tahun 2025-2045), serta memperhatikan RPJM 

Nasional (Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 

2045). 

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik 

tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban 
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instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban 

yang dilaksanakan secara periodik. Pelaksanaan 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam 

sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi 

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang 

dilaksanakan secara periodik. 

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses 

pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi 

peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan 

memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu 

pengetahuan, dan teknologi, serta memperhatikan 

perkembangan global. Untuk maksud perencanaan tersebut 

sudah tentu diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai 

hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata 

dan pada akhirnya mampu untuk diatasi dengan baik dan 

tepat sasaran setelah memandang melalui pendekatan 

menyeluruh. 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai salah satu instansi 

pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya 

membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan 

pemerintah di bidang Penanggulangan Bencana, berkewajiban 

juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian 

diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan 

dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab 

tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal 

regional, nasional, maupun global. 
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Rencana strategis yang disusun merupakan langkah 

awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang 

dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap 

lingkungan baik internal maupun eksternal dan merupakan 

langkah yang penting dengan memperhitungan kekuatan 

(strenghts), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), 

dan tantangan (threats) yang ada. Rencana ini merupakan 

suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang 

ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan, 

dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik 

sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, 

kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. 

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2025 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029, maka 

secara sinergi pula Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar berkewajiban untuk menyusun Rencana 

Strategis OPD (Renstra-OPD) Tahun 2025-2029. Sebagaimana 

tersebut dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 7 

ayat (1) Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, 

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun 

sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah 

serta berpedoman kepada RPJM Daerah. 

Selanjutnya, Renstra Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut akan 

dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan 

Selayar yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk 

periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dimuat 

program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk 

dilaksanakan pada satu tahun mendatang. 
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1. Visi 

 
Sesuai dengan kondisi masyarakat Kabupaten 

Kepulauan Selayar, permasalahan dan tantangan yang 

dihadapi pada masa yang akan datang serta dengan 

memperhitungkan faktor-faktor strategis dan potensi yang 

dimiliki oleh masyarakat serta stakeholder lainnya, maka 

dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kepulauan 

Selayar Tahun 2025-2029 dicanangkan Visi Kabupaten 

Kepulauan Selayar 

“Bersama Membawa Selayar Maju dan Sejahtera” 

Berdasarkan rumusan strategi dan arah kebijakan, 

maka ditarik beberapa prioritas pembangunan RPJMD 

Kabupaten Kepulauan Selayar 2025-2029, yang kemudian 

diturunkan ke Program Pembangunan Daerah. Program 

Prioritas tersebut terdiri atas : 

1. Penguatan fiskal daerah; 

2. Hilirisasi sumber daya alam berbasis UMKM; 

3. Huluisasi ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis 

potensi unggulan lokal; 

4. Pemberdayaan masyarakat ekonomi kreatif, dan inovasi 

daerah; 

5. Pemerataan pembangunan ekonomi yang berkeadilan 

dan penguatan UMKM; 

6. Kemandirian pangan melalui peningkatan produksi 

pertanian tanaman pangan dengan bantuan bibit, 

pupuk dan pestisida; 

7. Huluisasi ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis 

potensi unggulan lokal; 

8. Membangun desa, menata kota; 

9. Pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan; 

10. Penyehatan lingkungan permukiman dan bebas RTLH 

11. Pengentasan kemiskinan; 

12. Penguatan pendidikan gratis PAUD-PT; 

13. Pelayanan kesehatan gratis dengan BPJS; 
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14. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum; 

15. Pembinaan kerukunan antar umat beragama dan 

pembauran kebangsaan; 

16. Pelestarian seni, budaya, dan peningkatan prestasi 

olah; 

17. Penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan; 

18. Penguatan kesetaraan gender, PPA, dan penyandang 

disabilitas. 

Untuk mengantar pada penajaman Program Prioritas 

Pembangunan Daerah yang akan digunakan dalam 

mewujudkan Visi Bersama Membawa Selayar Maju dan 

Sejahtera sebagai berikut : 

1. Penguatan Fiskal Daerah , dengan program kerja yaitu : 

a. Program peningkatan kualitas SDM aparatur; 

b. Penguatan Fiskal Daerah. 

2. Hilirisasi sumber daya alam berbasis UMKM, dengan 

program kerja, yaitu : 

u. Program hilirisasi sumber daya alam 

3. Huluisasi ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis 

potensi unggulan lokal, dengan program kerja yaitu : 

1. Program huluisasi ekonomi hijau dan ekonomi biru 

4. Pemberdayaan masyarakat, ekonomi kreatif, dan inovasi 

daerah, dengan program kerja yaitu : 

a. Program pengembangan usaha korporasi 

5. Pemerataan pembangunan ekonomi yang berkeadilan 

dan penguatan UMKM, dengan program kerja yaitu : 

a. Program pengembangan usaha korporasi 

6. Kemandirian pangan melalui peningkatan produksi 

pertanian tanaman pangan dengan bantuan bibit, 

pupuk dan pestisida, dengan program kerja yaitu : 

a. Program kemandirian pangan daerah 

7. Huluisasi ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis 

potensi unggulan lokal, dengan program kerja yaitu : 

a. Program Kembang Emas Desa (Pengembangan 

Ekonomi Masyarakat Perdesaan 
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8. Membangun desa, menata kota, dengan program kerja 

yaitu : 

a. Program pengembangan prasarana transportasi 

9. Pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan, 

dengan program kerja yaitu : 

a. Program pembinaan dan pelestarian lingkungan 

hidup 

10. Penyehatan lingkungan permukiman dan bebas RTLH, 

dengan program kerja yaitu : 

a. Program pembinaan dan pelestarian lingkungan 

hidup 

11. Pengentasan kemiskinan, dengan program kerja yaitu : 

a. Program pemenuhan kebutuhan dasar 

12. Penguatan pendidikan gratis PAUD-PT, dengan program 

kerja yaitu : 

a. Program peningkatan kapasitas SDM masyarakat 

13. Pelayanan kesehatan gratis dengan BPJS, dengan 

program kerja yaitu : 

a. Program peningkatan kapasitas SDM masyarakat 

14. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, dengan 

program kerja yaitu : 

a. Program pembinaan sosial kemasyarakatan 

15. Pembinaan kerukunan antar umat beragama dan 

pembauran kebangsaan, dengan program kerja yaitu : 

a. Program pembinaan sosial kemasyarakatan 

16. Pelestarian seni, budaya, dan peningkatan prestasi olah, 

dengan program kerja yaitu : 

a. Program pembinaan sosial kemasyarakatan 

17. Penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan, dengan 

program kerja yaitu : 

a. Program pembinaan sosial kemasyarakatan 

18. Penguatan kesetaraan gender, PPA, dan penyandang 

disabilitas, dengan program kerja yaitu : 

a. Program pembinaan sosial kemasyarakatan. 
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2. Misi 

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan 

Selayar Tahun 2025 - 2029 tersebut diatas dilaksanakan 

dengan 7 (tujuh) misi sebagai berikut : 

1. Meningkatkan pengelolaan pemerintahan yang 

akuntabel dan adaptif; 

2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat; 

3. Meningkatkan pengelolaan perekonomian daerah; 

4. Meningkatkan pengelolaan sumber daya perdesaan; 

5. Meningkatkan proporsi pembangunan infrastruktur 

wilayah; 

6. Meningkatkan pembinaan sosial, budaya, dan agama; 

7. Meningkatkan pengelolaan dan pengendalian 

lingkungan hidup yang berkelanjutan 

3. Tujuan dan Sasaran 

a. Tujuan 

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang 

hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, 

melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan 

menangani isu strategis daerah yang dihadapi. 

Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke 

dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu 

tujuan disusun guna memperjelas pencapaian visi dan 

masing-masing misi. 

sasaran adalah target atau hasil yang akan 

dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan 

yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang 

lebih pendek dari tujuan. Oleh karena itu, sasaran 

harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui 

tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk 

mencapai tujuan. 

Berdasarkan telaah arah pembangunan 

Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tertuang 

dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 
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2025-2029, maka ditetapkan Tujuan Pembangunan 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kemudian 

berdasarkan tujuan pembangunan BPBD tersebut, 

maka disusun sasaran strategis BPBD, adapun yang 

menjadi tujuan dan sasaran BPBD selama lima tahun 

2025-2029 adalah : 

Tujuan : 

➢ Meningkatnya resiliensi terhadap bencana. 

➢ Sasaran : 

❖ Meningkatnya birokrasi pemerintahan transparan dan 

kolaboratif terhadap pelayanan BPBD. 

❖ Meningkatnya cakupan pelayanan penanggulangan 

bencana yang tanggap dan merata. 

Tabel 2.1. 

Tujuan dan Sasaran Renstra BPBD Kab.Kep.Selayar Tahun 2025-2029 
 

 
NSPK dan 
Sasaran 
RPJMD 
yang 
Relevan 

 

 
Tujuan/Sasaran 

 

 
Indikator 

 

 
Base- 

line 

Tahun 

2024 

 
Target Tahun 

 
2025 

 
2026 

 
2027 

 
2028 

 
2029 

 
2030 

1 2 4 4 5 6 7 8 9 10 

Meningkatn Tujuan : 

Meningkatnya 

resiliensi 

terhadap 

bencana 

Indeks 

Ketaha 

nan Daerah 

(IKD) 

 
0,45 

 
0,48 

 
0,53 

 
0,56 

 
0,60 

 
0,64 

 
0,66 ya resiliensi 

terhadap 
bencana 
dan 
perubahan 
Iklim Sasaran : Indeks        

NSPK : Meningkat Kepuasan 83,33 84 85 85,5 86 86,5 87 

- Pedoman 
pengelolaa 
n teknologi 

nya kualitas 

penyelenggaraan 

pemerintahan 

Masyara- 

Kat atas 

pelayanan 

(B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) 

informasi dan pelayanan BPBD        

kebencana 
an 

- Satu Data 

publik BPBD Nilai SAKIP 

BPBD 

65,65 (B) 66,00 

(B) 

68,00 

(B) 

70,00 

(B) 

72,00 

(BB) 

74,00 

(BB) 

75,00 

(BB) 

Kebencana  

an  

- SPM Sub Sasaran : 

Meningkatnya 

cakupan 

pelayanan 

penanggulangan 

bencana yang 

Cakupan 

Pelayanan 

Penanggula 

ngan 

bencana 

 
99,81% 

 
100 

% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% Urusan 

Bencana 
- Rencana 

Induk 
Penanggula 

ngan 
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Bencana 
(RIPB) 
2020-2044 

- Rencana 
Nasional 
Penanggula 
ngan 
Bencana 
(Renas) PB 

tanggap dan 

merata 

        

 
B. Indikator Kinerja Utama 

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas 

dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia 

diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang 

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di 

Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama 

smerupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan 

sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten 

Kepulauan Selayar telah menetapkan Indikator Kinerja Utama 

untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan 

Kerja Perangkat Daerah. 

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan 

Selayar Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.2 

Indikator Kinerja Utama 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029 
 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA UTAMA 

PENJELASAN 

/FORMULASI 

SUMBER 

DATA 

 
1. 

Meningkatnya 

ketahanan 

daerah 

menghadapi 

bencana 

 
Indeks Ketahanan 

Daerah (IKD) 

Hasil Penilaian 7 

Parameter IKD dengan 7 

Prioritas dan 71 indikator 

dan 284 pertanyaan 

Laporan 

kegiatan 

BPBD, 

Instansi 

Vertikal 

& OPD 

terkait 
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NO 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA UTAMA 

PENJELASAN 

/FORMULASI 

SUMBER 

DATA 

2. Meningkatnya 

cakupan 

pelayanan 

penanggulang 

an bencana 

yang tanggap 

dan merata 

Cakupan pelayanan 

penanggulangan 

bencana 

Pelayanan penanggulangan 
bencana yang 

diberikan kepada 
masyarakat 

Pelayanan penanggulangan 
𝑥 100 % 

bencana yang 
dibutuhkan masyarakat 

 

Persentase pelayanan 

penanggulangan bencana 

meliputi pelayanan pra 

bencana, pelayanan saat 

bencana dan pelayanan 

pascabencana 

 
 
 
 

 
Laporan 

kegiatan 

BPBD 

 

 
C. Rencana Kerja Tahunan 

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka ditetapkan 

Rencana Kerja Tahun 2025 sebagai berikut : 

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat 

daerah; 

b. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA – SKPD; 

c. Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan 

RKA – SKPD; 

d. Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA – SKPD; 

e. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan 

DPA – SKPD; 

f. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja 

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD; 

g. Evaluasi kinerja perangkat daerah. 

2. Administrasi keuangan perangkat daerah 

a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN; 
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b. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir 

tahun; 

c.  Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan 

pemeriksaan;   

d. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis 

Realisasi Anggaran. 

3. Administrasi Barang milik daerah pada perangkat 

daerah 

a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 

4. Administrasi umum perangkat daerah 

a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 

bangunan gedung kantor; 

b. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 

c. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – 

undangan; 

d. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi 

SKPD. 

5. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan 

pemerintah daerah 

a. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya 

6. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah 

a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 

listrik; 

b. Penyediaan jasa pelayanan umum dan kantor. 

7. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan 

pemerintah daerah 

a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, 

dan pajak kendaraan perorangan dinas atau 

kendaraan dinas jabatan; 

b. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, 

dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional 

atau lapangan; 

c. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya; 

d. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan 

bangunan lainnya. 
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LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025 

B. Program penanggulangan bencana 

1. Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten / kota 

a. Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) 

rawan bencana Kabupaten/Kota. 

2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap 

bencana 

a. Pengelolaan risiko bencana Kabupaten/Kota; 

b. Penyediaan peralatan perlindungan dan 

kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota; 

c. Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan 

kesiapsiagaan bencana; 

d. Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) 

bencana Kabupaten/Kota; 

e. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana 

Kabupaten/Kota; 

f. Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 

Kabupaten/Kota. 

3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 

a. Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota; 

b. Pencarian pertolongan dan evakuasi korban bencana 

Kabupaten/Kota; 

c. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam 

penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota; 

d. Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi 

korban bencana Kabupaten/Kota; 

e. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat 

Bencana. 

4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 

a. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi 

Kebencanaan; 

b. Koordinasi penanganan Pascabencana 

Kabupaten/Kota. 
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LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025 

 Program dan Kegiatan Tahun 2025 
 

Dalam upaya pencapaian target pada Rencana 

Strategis Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah telah melaksanakan 2 Program dengan 11 kegiatan 

dan 37 sub kegiatan. 

Penetapan Kinerja bertujuan untuk mewujudkan 

pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta 

berorientasi pada hasil. Perjanjian/ Penetapan Kinerja 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sebagaimana 

tabel berikut : 

Tabel. 2.3 

Perjanjian/Penetapan Kinerja Badan Penanggulangan bencana Kabupaten 

Kepulauan Selayar Tahun 2025 

No Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Target Program/Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 

Anggaran 

1 2 3 4 5 6 

1. Meningkatnya 

kualitas 

penyelenggaraa

n pemerintahan 

pelayanan 

publik BPBD. 

- Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

atas 

pelayanan 

BPBD 

- Nilai SAKIP 

BPBD 

 PROGRAM 

PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Rp. 3.294.690.000,- 

  Persentase 

Perencanaan, 

Penganggaran 

dan Evaluasi 

Kinerja 

Perangkat 

Daerah 

 A.Perencanaan, 

Penganggaran, 

dan Evaluasi 

Kinerja 

Perangkat 

Daerah 

Rp. 16.500.000,- 

  Jumlah 

Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat 

Daerah 

2 

Doku 

men 

1. Penyusunan 

Dokumen 

Perangkat 

Daerah 

Rp. 6.979.200,- 

  Jumlah 

Dokumen RKA 

SKPD dan 

Laporan  Hasil 

1 

Doku 

men 

2. Koordinasi  dan 

Penyusunan 

Dokumen RKA- 

SKPD 

Rp. 2.300.000,- 
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  Koordinasi 

Penyusunan 

Dokumen 

RKA-SKPD 

   

  Jumlah 

Dokumen 

Perubahan 

RKA SKPD 

dan Laporan 

Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan 

Dokumen 

Perubahan 

RKA-SKPD 

1 

Doku 

men 

3. Koordinasi dan 

Penyusunan 

Dokumen 

Perubahan RKA- 

SKPD 

Rp. 650.000,- 

  Jumlah 

Dokumen DPA 

SKPD dan 

Laporan Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan 

Dokumen 

DPA-SKPD 

1 

Doku 

men 

4. Koordinasi  dan 

Penyusunan 

Dokumen DPA- 

SKPD 

Rp. 2.300.000,- 

  Jumlah 

Dokumen 

Perubahan 

DPA SKPD 

dan Laporan 

Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan 

Dokumen 

Perubahan 

DPA-SKPD 

1 

Doku 

men 

5. Koordinasi dan 

Penyusunan 

Dokumen 

Perubahan DPA- 

SKPD 

Rp. 650.000,- 

  Jumlah 

laporan 

capaian 

kinerja   dan 

ikhtisar 

realisasi 

kinerja  SKPD 

dan laporan 

hasil 

koordinasi 

penyusunan 

laporan 

capaian 

kinerja   dan 

ikhtisar 

1 Lapo 

ran 

6. Koordinasi dan 

penyusunan 

laporan capaian 

kinerja  dan 

ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD 

Rp. 1.297.300,- 
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  realisasi 

kinerja SKPD 

   

  Jumlah 

laporan 

evaluasi 

kinerja 

perangkat 

daerah 

3 lapo 

ran 

7. Evaluasi Kinerja 

Perangkat 

Daerah 

Rp. 2.323.500,- 

  Persentase 

Pemenuhan 

Administrasi 

Keuangan 

Perangkat 

Daerah 

 B.Administrasi 

Keuangan 

Perangkat 

Daerah 

Rp. 2.082.826.000,- 

  Jumlah orang 

yang 

menerima gaji 

dan tunjangan 

ASN 

19 

Orang 

/bulan 

1. Penyediaan gaji 

dan tunjangan 

ASN 

Rp. 2.065.926.000,- 

  Jumlah 

laporan 

keuangan 

akhir tahun 

SKPD   dan 

laporan  hasil 

koordinasi 

Penyusunan 

Laporan 

Keuangan 

Akhir Tahun 

SKPD 

1 Lapo 

ran 

2. Penyusunan 

Pelaporan 

Keuangan Akhir 

Tahun SKPD 

Rp. 7.700.000,- 

  Jumlah 

dokumen 

bahan 

tanggapan 

pemeriksaan 

dan tindak 

lanjut 

pemeriksaan 

1 

Doku 

men 

3. Pengelolaan dan 

penyiapan bahan 

tanggap 

pemeriksaan 

Rp. 4.000.000,- 

  Jumlah 

dokumen 

pelaporan dan 

analisis 

prognosis 

realisasi 

anggaran 

1 

Doku 

men 

4. Penyusunan 

pelaporan dan 

analisis 

prognosis 

realisasi 

anggaran 

Rp. 5.200.000,- 

  Persentase 

Pemenuhan 

Administrasi 

 C.Administrasi 

Barang milik 

daerah pada 

Rp. 4.500.000,- 
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LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025 

 

  Barang Milik 

Daerah pada 

Perangkat 

Daerah 

 Perangkat 

Daerah 

 

  Jumlah 

laporan 

Penatausahaa 

n Barang Milik 

Daerah pada 

SKPD 

12 

Lapo 

ran 

1 Penatausahaan 

barang milik 

daerah 

Rp. 4.500.000,- 

  Persentase 

Pemenuhan 

Administrasi 

Umum 

Perangkat 

Daerah 

 D.Administrasi 

Umum Perangkat 

Daerah 

Rp. 164.675.300,- 

  Jumlah paket 

komponen 

instalasi 

listrik/penera 

ngan 

bangunan 

kantor  yang 

disediakan 

1 

paket 

1  Penyediaan 

komponen 

instalasi 

listrik/pene 

rangan 

bangunan 

kantor 

Rp. 3.242.300,- 

  Jumlah paket 

barang 

cetakan  dan 

penggadaan 

yang 

disediakan 

1 

paket 

1 Penyediaan 

barang cetakan 

dan 

penggadaan 

Rp. 8.849.000,- 

  Jumlah 

dokumen 

bahan bacaan 

dan peraturan 

perundang- 

undangan 

yang 

disediakan 

5 

Doku 

men 

2 Penyediaan 

bahan bacaan 

dan peraturan 

perundang- 

undangan 

Rp. 3.000.000,- 

  Jumlah 

laporan 

penyelenggara 

an rapat 

koordinasi dan 

konsultasi 

SKPD 

1 Lapo 

ran 

3 Penyelenggaraa 

n rapat 

koordinasi dan 

konsultasi 

SKPD 

Rp. 149.584.000,- 

  Persentase 

Pengadaan 

Barang Milik 

Daerah 

 E. Pengadaan Barang 

Milik Daerah 

Penunjang  Urusan 

Pemerintah 

Rp. 56.500.000,- 
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    Daerah  

  Jumlah unit 

peralatan dan 

mesin lainnya 

yang 

disediakan 

11 

unit 

1.  Pengadaan 

peralatan 

dan mesin 

lainnya 

Rp. 56.500.000,- 

  Persentase 

Penyediaan 

Jasa 

Penunjang 

Pemerintah 

Daerah 

 F. Penyediaan Jasa 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintah 

Daerah 

Rp. 759.988.700,- 

  Jumlah 

laporan 

penyediaan 

jasa 

komunikasi, 

sumber daya 

air dan listrik 

yang 

disediakan 

1 lapo 

ran 

1. Penyediaan jasa 

komunikasi, 

sumber daya air 

dan listrik 

Rp. 103.360.000,- 

  Jumlah 

laporan 

penyediaan 

jasa pelayanan 

umum kantor 

yang 

disediakan 

1 lapo 

ran 

2. Penyediaan jasa 

pelayanan 

umum kantor 

Rp. 656.628.700,- 

  Persentase 

pemenuhan 

pemeliharaan 

barang milik 

daerah 

 G.Pemeliharaan 

barang milik 

daerah penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah 

Rp. 209.700.000,- 

  Jumlah 

kendaraan 

perorangan 

dinas  dan 

kendaraan 

dinas jabatan 

yang 

dipelihara dan 

dibayarkan 

pajaknya 

1 unit 1.  Penyediaan  jasa 

pemeliharaan, 

biaya 

pemeliharaan dan 

pajak kendaraan 

perorangan dinas 

atau  kendaraan 

dinas jabatan 

Rp. 42.130.000,- 

  Jumlah 

kendaraan 

dinas 

operasional 

dan lapangan 

9 unit 2.  Penyediaan jasa 

pemeliharaan, 

biaya 

pemeliharaan 

pajak dan 

Rp. 135.540.000,- 
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  yang 

dipelihara dan 

dibayarkan 

pajak dan 

perizinannya 

 perizinan 

kendaraan dinas 

operasional  atau 

lapangan 

 

  Jumlah 

peralatan dan 

mesin yang 

dipelihara 

19 

unit 

3. Pemeliharaan 

peralatan dan 

mesin lainnya 

Rp. 13.030.000,- 

  Jumlah 

gedung kantor 

dan bangunan 

lainnya yang 

dipelihara/reh 

abilitasi 

1 

unit 

4. Pemeliharaan/ 

rehabilitasi 

gedung kantor 

dan bangunan 

lainnya 

Rp. 19.000.000,- 

 
2. 

 
Meningkatnya 

cakupan 

pelayanan 

penanggulangan 

bencana yang 

tanggap dan 

merata 

Persentase 

pelayanan 

penanggulang 

an bencana 

meliputi 

pelayanan pra 

bencana, 

pelayanan 

saat  bencana 

dan pelayanan 

pascabencana 

  
 

 
PROGRAM 

PENANGGULANGAN 

BENCANA 

 
 

 
Rp. 1.042.621.500,- 

  Persentase 

warga negara 

yang 

memperoleh 

layanan 

informasi 

rawan 

bencana 

 A.Pelayanan 

Informasi Rawan 

Bencana 

Kabupaten/Kota 

Rp. 54.627.800,- 

  Jumlah warga 

negara 

termasuk 

kelompok 

rentan  di 

kawasan 

rawan 

bencana 

Kabupaten/Ko 

ta yang 

memperoleh 

sosialisasi, 

komunikasi, 

informasi  dan 

edukasi sesuai 

50 

orang 

1. Sosialisasi, 

Komunikasi, 

Informasi dan 

Edukasi (KIE) 

Rawan Bencana 

Kabupaten/Kota 

(Per Jenis Bencana) 

Rp. 54.627.800,- 
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  jenis ancaman 

bencana yang 

ada di 

kawasan 

tempat 

tinggalnya 

selama 1 

tahun 

   

  Persentase 

warga negara 

yang 

memperoleh 

layanan 

pencegahan 

dan 

kesiapsiagaan 

terhadap 

bencana 

 B.Pelayanan 

Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan 

terhadap 

Bencana 

Rp. 510.435.800,- 

  Jumlah 

kegiatan 

penyelesaian 

akar masalah 

risiko bencana 

(per   jenis 

ancaman 

bencana 

prioritas) 

Kabupaten/Ko 

ta  yang 

tertangani 

1 

Kegia 

tan 

1.Pengelolaan Risiko 

Bencana 

Kabupaten/Kota 

Rp. 15.559.100,- 

  Jumlah 

peralatan 

penyelamatan 

diri  bagi 

individu warga 

negara, 

keluarga, 

maupun 

petugas sesuai 

dengan jenis 

ancaman 

bencana   di 

kawasan 

tempat 

tinggalnya 

120 

unit 

2. Penyediaan 

peralatan 

perlindungan dan 

kesiapsiagaan 

terhadap bencana 

Kabupaten/Kota 

Rp. 45.311.700,- 

  Jumlah 

kawasan yang 

ditingkatnya 

kapasitasnya 

1 

Kawa 

san 

3. Penguatan 

kapasitas 

kawasan untuk 

pencegahan dan 

Rp. 54.250.100,- 
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- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code 
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  dalam 

pencegahan 

dan 

kesiapsiagaan 

terhadap 

bencana 

 kesiapsiagaan  

  Jumlah 

personil  Tim 

Reaksi Cepat 

Penanggulang 

na Bencana 

(TRC    PB) 

Kabupaten/Ko 

ta yang 

berasal dari 

lintas  sektor 

yang memiliki 

kompetensi 

untuk 

penanganan 

awal darurat 

bencana 

30 

orang 

4. Pengembangan 

Kapasitas  Tim 

Reaksi Cepat 

(TRC) bencana 

Kabupaten/Kota 

Rp. 39.503.500,- 

  Jumlah 

dokumen 

Rencana 

Penanggulang 

an Bencana 

(RPB) 

Kabupaten/Ko 

ta sampai 

dengan 

dinyatakan 

sah/legal 

paling  lama 

dalam 1 (satu) 

tahun 

1 

Doku 

men 

5. Penyusunan 

Rencana 

Penanggulangan 

Bencana Daerah 

Kabupaten/Kota 

Rp. 321.914.200,- 

  Jumlah warga 

negara 

termasuk 

kelompok 

rentan  di 

kawasan 

rawan 

bencana 

Kabupaten/Ko 

ta yang 

mengikuti 

pelatihan 

pencegahan 

2 kawa 

san 

6. Pelatihan 

pencegahan dan 

mitigasi bencana 

Kabupaten/Kota 

Rp. 33.897.200,- 
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- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE 
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code 
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  dan dan 

mitigasi 

bencana 

   

  Persentase 

warga negara 

yang 

mendapatkan 

layanan 

penyelamatan 

dan evakuasi 

korban 

bencana 

 C.Pelayanan 

Penyelamatan 

dan Evakuasi 

Korban Bencana 

Rp. 253.590.900,- 

  Jumlah 

Dokumen   SK 

Penetapan 

Status  

Darurat 

Bencana  dan 

SKPDB yang 

ditetapkan 

paling lama 1 

x 24 jam 

berdasarkan 

hasil dokumen 

laporan  kaji 

cepat 

2 doku 

men 

1. Respon  Cepat 

Penanganan 

Darurat Bencana 

Kabupaten/ Kota 

Rp. 11.000.000,- 

  Jumlah  

korban yang 

berhasil 

ditemukan, 

ditolong  dan 

dievakuasi per 

jenis  kejadian 

bencana 

30 

orang 

2. Pencarian, 

pertolongan dan 

evakuasi korban 

bencana 

Kabupaten/ Kota 

Rp.11.290.000,- 

  Jumlah 

aparatur SDM 

BPBD 

Kabupaten/Ko 

ta dan lintas 

perangkat 

daerah  yang 

memiliki 

kemampuan 

penanganan 

keadaan 

darurat dalam 

aspek 

manajerial dan 

teknis 

2 

orang 

3. Peningkatan 

kapasitas  sumber 

daya aparatur 

dalam penanganan 

keadaan   darurat 

Kabupaten/Kota 

Rp.773.900,- 
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  Jumlah  

korban 

bencana yang 

mendapatkan 

distribusi 

logistik 

penyelamatan 

dan evakuasi 

korban 

bencana 

100 

orang 

4. Penyediaan 

logistik 

penyelamatan 

dan evakuasi 

korban bencana 

Kabupaten/ 

Kota 

Rp. 133.859.000,- 

  Jumlah 

laporan 

pelaksanaan 

aktivasi sistem 

komando 

penanganan 

darurat 

bencana 

Kabupaten/Ko 

ta 

1 lapo 

ran 

5. Aktivasi sistem 

komando 

penanganan 

darurat 

bencana 

Rp. 96.668.000,- 

  Persentase 

Penataan 

Sistem Dasar 

Penanggulang 

an Bencana 

 D. Penataan Sistem 

Dasar 

Penanggulangan 

Bencana 

Rp. 223.967.000,- 

  Jumlah data 

dan informasi 

Kebencanaan 

yang tersedia 

1 

Doku 

men 

1. Pengelolaan dan 

pemanfaatan 

Sistem Informasi 

Kebencanaan 

Rp. 35.213.000,- 

  Jumlah 

penyelesaian 

kegiatan 

pascabencana 

disemua 

sektor sesuai 

berdasarkan 

rencana 

rehabilitasi 

dan 

rekonstruksi 

pascabencana 

(R3P) 

Kabupaten 

yang 

dilegalkan 

1 

Kegia 

tan 

2.Koordinasi 

penanganan 

pascabencana 

Kabupaten/Kota 

Rp. 188.754.000,- 

JUMLAH Rp. 4.337.311.500,- 
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D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana 

kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan 

instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan 

wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa 

yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang 

dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun 

prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang 

terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan 

fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau 

kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak 

ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan 

Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 mengacu pada 

dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 - 2029, dokumen 

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dokumen 

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA) Tahun 2025, Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah menetapkan 

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut: 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab 

dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara 

transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam 

melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang 

berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan 

Selayar selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan 

kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibuat sesuai ketentuan yang 

diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), 

Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang 

Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi 

Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan 

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat 

pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang 

ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025 - 2029 maupun 

Rencana Kerja Tahun 2025 Sesuai dengan ketentuan tersebut, 

pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran 

yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah. 

 
A. PENGUKURAN KINERJA 

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai 

dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka 

mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. 
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LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025 

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan 

Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang 

Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama 

(IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator 

kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja 

sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator 

kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran 

kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan 

membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja 

sasaran. 

Pengukuran indikator kinerja menggunakan 

penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian 

(target) dari masing-masing indikator kinerja sebagaimana 

ditetapkan melalui realisasi yang berhasil dicapai pada 

indikator dimaksud, maka penghitungan persentase 

pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan 

karakteristik komponen realisasi. Dalam kondisi : 

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja 

yang semakin baik maka digunakan rumus: 
 

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2025 merupakan 

pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan 

Selayar sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2025 yang 

telah  disepakati  Bersama,  dalam  hal  ini  antara  Kepala 
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Pelaksana BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar dengan 

Bupati Kepulauan Selayar. 

Mengacu pada Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 

PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan 

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar telah menetetapkan Keputusan Kepala 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar Nomor 08/I/Tahun 2024 tentang 

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar. 

Adapun capaian kinerja Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 

berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat 

dalam tabel berikut : 

 
Tabel. 3.1. 

Capaian Kinerja BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar 

Tahun 2025 

NO. INDIKATOR KINERJA 

UTAMA (IKU) 

TARGET 

(% /angka) 

REALISASI 

(%) 

CAPAIAN 

(%/angka) 

1 2 3 4 5 

1. Indeks Ketahanan 

Daerah (IKD) 

0,50 0,48 0,48 

2. Cakupan pelayanan 

penanggulangan 

bencana meliputi 

pelayanan pra bencana, 

pelayanan saat bencana 

dan pelayanan 

pascabencana 

   

 a. Persentase warga 

negara  yang 

memperoleh layanan 

informasi rawan 

bencana 

100 % 99,54% 99,54% 
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 b. Persentase warga 

negara yang 

memperoleh layanan 

pencegahan  dan 

kesiapsiagaan 

terhadap bencana 

100% 99,38% 99,38% 

 c. Persentase warga 

negara  yang 

memperoleh layanan 

penyelamatan dan 

evakuasi korban 

bencana 

100% 98,54% 98,54% 

 d. Persentase warga 

negara yang 

memperoleh layanan 

penanganan 

pascabencana 

100% 99,88% 99,88% 

 
Berdasarkan tabel 3.1. diatas menunjukkan bahwa 

capaian kinerja BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 

2025 mencapai target realisasi keuangan 99,34 %, namun 

untuk realisasi fisik sudah mencapai target 100%. 

Dalam laporan ini, Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat memberikan 

gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari 

masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan 

penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing- 

masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan 

Dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 

2025 - 2029 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai 

ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk 

menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan 

sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam 

mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan 

Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025, hasil reviu 

dan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah telah ditetapkan  sebanyak 2 Program, 11 Kegiatan, 
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dan sebanyak 37 Sub Kegiatan kinerja (outcomes) dengan 

rincian sebagai berikut : 

➢ Program 1 terdiri dari 7 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan 

➢ Program 2 terdiri dari 4 Kegiatan dan 14 Sub Kegiatan 
 
 

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA 

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian 

sasaran strategis dan sasaran program. Dalam 

menyimpulkan keberhasilan atau ketidakberhasilan 

pencapaian tiga sasaran strategis dilakukan dengan 

mengukur dan menganalisis capaian indikator outcome. 

Analisis capaian sasaran program juga dilakukan sebagai 

pendukung capaian kinerja sasaran strategis yang 

dilakukan terhadap indikator kinerja utama (IKU). 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar telah berupaya melaksanakan tugas 

pokoknya dan fungsinya yaitu membantu Kepala Daerah 

(Bupati) dalam pengkoordinasian, fasilitasi perumusan 

kebijakan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang 

menjadi kewenangan pemerintahan daerah. 

Evaluasi dan analisis kerja yang dilaksanakan oleh 

Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kepulauan 

Selayar menggunakan pengukuran kinerja sesuai Peraturan 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2010 tentang Pedoman 

Penyusunan Penetapan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah. 

Adapun seluruh capaian kinerja berdasarkan 

indikator kinerja utama dapat diuraikan dalam bentuk tabel 

yang dapat dilihat sebagai berikut : 
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Tabel 3.2 Indikator Kinerja BPBD Kab.Kep.Selayar 
 

Indikator Kinerja Target 

(%) 

Realisasi 

(%) 

Capaian 

(%) 

Persentase warga 

negara  yang 

memperoleh layanan 

informasi rawan 

bencana 

 
100 % 

 
99,54% 

 
99,54% 

 
Berdasarkan tabel 3.2 indikator kinerja diatas 

menunjukkan bahwa realisasi warga negara yang 

memperoleh layanan informasi rawan bencana mencapai 

99,54% untuk realisasi keuangan, namun untuk realisasi 

fisik sudah mencapai 100%. Kegiatan pada layanan 

informasi rawan bencana terlaksana dengan optimal sesuai 

dengan jumlah alokasi anggaran yang termanfaatkan, 

pencapaian target disini dapat diartikan bahwa target yang 

dicapai disesuaikan dengan alokasi sumber daya 

keuangan/anggaran yang diberikan. Adapun kegiatan yang 

kami laksanakan dari pelayanan informasi rawan bencana 

berupa : (1) Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi 

(KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota. 

Tabel 3.3 Indikator Kinerja BPBD Kab.Kep.Selayar 
 

Indikator Kinerja Target 

(%) 

Realisasi 

(%) 

Capaian 

(%) 

Persentase warga 

negara yang 

memperoleh layanan 

pencegahan  dan 

kesiapsiagaan 

terhadap bencana 

 

 
100 

 

 
99,38% 

 

 
99,38% 

 
Berdasarkan tabel 3.3 indikator kinerja diatas 

menunjukkan   bahwa   realisasi   warga   negara   yang 
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memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan 

terhadap bencana mencapai target 99,38% untuk realisasi 

keuangan, namun untuk realisasi fisik sudah mencapai 

100%. Kegiatan pada pencegahan dan kesiapsiagaan 

terhadap bencana terlaksana dengan optimal sesuai dengan 

jumlah alokasi anggaran yang termanfaatkan, pencapaian 

target disini dapat diartikan bahwa target yang dicapai 

disesuaikan  dengan  alokasi sumber  daya 

keuangan/anggaran yang diberikan, namun apabila masih 

diberikan anggaran tambahan yang lebih memadai maka 

kegiatan-kegiatan lain yang tidak kalah pentingnya yang 

dapat mendukung layanan pencegahan dan kesiapsiagaan 

terhadap bencana dapat terlaksana, seperti contoh pelatihan 

pencegahan dan kesiapsiagaan  pada SDM 

Kebencanaan/relawan bencana dapat masih sangat perlu 

ditingkatkan kapasitasnya, serta kegiatan gladi 

kesiapsiagaan yang dapat meningkatkan wawasan dan 

kapasitas khususnya yang bertempat tinggal di daerah 

rawan bencana agar dapat mengenali dan memahami 

lingkungan sekitarnya dalam upaya pengurangan risiko 

bencana. 

Tabel 3.4 Indikator Kinerja BPBD Kab.Kep.Selayar 
 

Indikator Kinerja Target 

(%) 

Realisasi 

(%) 

Capaian 

(%) 

Persentase warga 

negara  yang 

memperoleh layanan 

penyelamatan dan 

evakuasi korban 

bencana 

 

 
100 

 

 
98,54% 

 

 
98,54% 

 

 
Berdasarkan tabel 3.4 indikator kinerja diatas 

menunjukkan bahwa realisasi warga negara yang 

memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban 
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bencana mencapai target 98,38% untuk realisasi keuangan, 

namun untuk realisasi fisik sudah mencapai 100%. Kegiatan 

pada layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 

terlaksana dengan optimal sesuai dengan jumlah alokasi 

anggaran yang termanfaatkan, pencapaian target disini 

dapat diartikan bahwa target yang dicapai disesuaikan 

dengan alokasi sumber daya keuangan/anggaran yang 

diberikan, namun pada kondisi pada saat ini sarana dan 

prasarana untuk menunjang pelayanan penyelamatan dan 

evakuasi korban masih kurang memadai dikarenakan masih 

kurangnya kendaraan operasional (mobil rescue) dan kurang 

optimalnya kondisi kendaraan yang berfungsi sebagai 

mobilisasi penanganan darurat bencana di wilayah yang 

terdampak bencana. 

Tabel 3.5 Indikator Kinerja BPBD Kab.Kep.Selayar 
 

Indikator Kinerja Target 

(%) 

Realisasi 

(%) 

Capaian 

(%) 

Persentase warga 

negara yang 

memperoleh layanan 

penanganan   pasca 

bencana 

 

 
100 

 

 
99,88% 

 

 
99,88% 

 

 
Berdasarkan tabel 3.4 indikator kinerja diatas 

menunjukkan bahwa realisasi warga negara yang 

memperoleh layanan penanganan pascabencana mencapai 

target 99,88% untuk realisasi keuangan, namun untuk 

realisasi fisik sudah mencapai 100%. Kegiatan pada layanan 

penanganan pascabencana terlaksana dengan optimal 

sesuai dengan jumlah alokasi anggaran yang termanfaatkan, 

pencapaian target disini dapat diartikan bahwa target yang 

dicapai disesuaikan dengan alokasi sumber daya 

keuangan/anggaran yang diberikan, namun pada kondisi 

pada  saat  ini  sarana  dan  prasarana  untuk  menunjang 
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pelayanan penanganan pascabencana masih kurang 

memadai dikarenakan masih kurangnya kendaraan 

operasional (mobil rescue) dan kurang optimalnya kondisi 

kendaraan yang berfungsi sebagai mobilisasi penanganan 

pascabencana di wilayah yang terdampak bencana. 

C. REALISASI KEUANGAN 

 
Dalam rangka mewujudkan transparansi dan 

akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, 

dilakukan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 

Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Laporan 

pertanggungjawaban keuangan ini disampaikan dalam 

bentuk Laporan Keuangan yang terdiri dari: 

1. Laporan Realisasi Anggaran; 

2. Neraca; 

3. Laporan Arus Kas; dan 

4. Catatan Atas Laporan Keuangan. 

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan tahun 

anggaran 2025 sesuai dengan standar akuntansi 

pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang- 

Undang Nomor 7 Tahun 2003. Tentang Laporan Keterangan 

Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati, Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Informasi 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 

Pada tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah menetapkan 2 Program, 11 Kegiatan dan 37 Sub 

Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar 

Rp.4.337.311.500,- (Empat Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh 

Tujuh Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Rupiah). 
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LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025 

Adapun Realisasi keuangan Tahun 2025 sebesar 

Rp.4.165.870.091,- (Empat Milyar Seratus Enam Puluh Lima Juta 

Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Puluh Satu Rupiah) 

termasuk belanja gaji pegawai (Realisasi 96,05%). 

Berdasarkan Realisasi Program dan Kegiatan tahun 2025 

dan dibandingkan dengan Perjanjian dan Penetapan Kinerja 

tahun 2025, maka Capaian Kinerja Badan Peanggulangan 

Bencana Daerah tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut : 

A. Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten / 

kota 

1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja 

perangkat daerah. 

Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah 

Indikator 
Kinerja 

Tolok Ukur Target Realisasi Satuan 

Input Dana 6.979.200,- 6.950.764,-  

Output Jumlah dokumen 
perencanaan 
perangkat daerah 

 
2 Dokumen 

 
2 Dokumen 

 

Outcome Persentase 
dokumen  atau 
laporan 
perencanaan, 
penganggaran  dan 
evaluasi kinerja 
yang diselesaikan 
tepat waktu 

 
 

 
100 % 

 
 

 
99,59 % 

 

 
 

 

Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD 

Indikator 
Kinerja 

Tolok Ukur Target Realisasi Satuan 

Input Dana 2.300.000,- 2.184.757,-  

Output Jumlah  Dokumen 
RKA SKPD  dan 
Laporan  Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan 
Dokumen RKA- 
SKPD 

1 Dokumen 1 Dokumen  
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Outcome Persentase 
dokumen  atau 
laporan 
perencanaan, 
penganggaran  dan 
evaluasi kinerja 
yang diselesaikan 
tepat waktu 

100% 94,99%  

 

Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD 

Indikator 
Kinerja 

Tolok Ukur Target Realisasi Satuan 

Input Dana 650.000,- 650.000,-  

Output Jumlah  Dokumen 
Perubahan RKA 
SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi 
Penyusunan 
Dokumen 
Perubahan RKA- 
SKPD 

1 dokumen 1 dokumen  

Outcome Persentase 
dokumen  atau 
laporan 
perencanaan, 
penganggaran  dan 
evaluasi kinerja 
yang diselesaikan 
tepat waktu 

100% 100 %  

 

Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD 

Indikator 
Kinerja 

Tolok Ukur Target Realisasi Satuan 

Input Dana 2.300.000,- 2.179.485,-  

Output Jumlah  Dokumen 
DPA SKPD  dan 
Laporan  Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan 
Dokumen DPA- 
SKPD 

1 dokumen 1 dokumen  

Outcome Persentase 
dokumen atau 
laporan 
perencanaan, 
penganggaran  dan 
evaluasi kinerja 

100% 94,76 %  
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 yang diselesaikan 
tepat waktu 

   

 

Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD 

Indikator 
Kinerja 

Tolok Ukur Target Realisasi Satuan 

Input Dana 650.000,- 650.000,-  

Output Jumlah  Dokumen 
Perubahan  DPA 
SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi 
Penyusunan 
Dokumen 
Perubahan DPA- 
SKPD 

1 Dokumen 1 Dokumen  

Outcome Persentase 
dokumen  atau 
laporan 
perencanaan, 
penganggaran dan 
evaluasi kinerja 
yang diselesaikan 
tepat waktu 

100% 100%  

 

 

Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar 

realisasi kinerja SKPD 

Indikator 
Kinerja 

Tolok Ukur Target Realisasi Satuan 

Input Dana 1.297.300,- 1.227.880,-  

Output Jumlah laporan 
capaian   kinerja 
dan ikhtisar 
realisasi kinerja 
SKPD  dan 
Laporan   Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan 
Laporan  Capaian 
Kinerja    dan 
Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

1 Laporan 1 Laporan  

Outcome Persentase 
dokumen atau 
laporan 
perencanaan, 
penganggaran 
dan evaluasi 

100% 94,65 %  
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 kinerja yang 
diselesaikan tepat 
waktu 

   

 

Evaluasi kinerja perangkat daerah 

Indikator 
Kinerja 

Tolok Ukur Target Realisasi Satuan 

Input Dana 2.323.500,- 2.272.720,-  

Output Jumlah Laporan 
evaluasi kinerja 
perangkat daerah 

3 Laporan 3 Laporan  

Outcome Persentase 
dokumen   atau 
laporan 
perencanaan, 
penganggaran 
dan evaluasi 
kinerja  yang 
diselesaikan 
tepat waktu 

100% 97,81 %  

2. Administrasi keuangan Perangkat Daerah 
 

Penyediaan gaji dan tunjangan ASN 

Indikator 
Kinerja 

Tolok Ukur Target Realisasi Satuan 

Input Dana 2.065.926.000,- 1.905.474.159,-  

Output Jumlah Orang 
yang menerima 
gaji dan 
tunjangan ASN 

19 
Orang/bulan 

19 
Orang/bulan 

 

Outcome Persentase 
dokumen  atau 
laporan 
pengelolaan 
keuangan yang 
diselesaikan tepat 
waktu 

100% 92,23 %  

 

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD 

Indikator 
Kinerja 

Tolok Ukur Target Realisasi Satuan 

Input Dana 7.700.000,- 7.595.330,-  

Output Jumlah laporan 
keuangan akhir 
tahun  SKPD  dan 

1 Laporan 1 Laporan  
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 Laporan Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan 
Laporan 
Keuangan Akhir 
Tahun SKPD 

   

Outcome Persentase 
dokumen  atau 
laporan 
pengelolaan 
keuangan yang 
diselesaikan tepat 
waktu 

100% 98,64 %  

 

Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan 

Indikator 
Kinerja 

Tolok Ukur Target Realisasi Satuan 

Input Dana 4.000.000,- 3.954.555,-  

Output Jumlah Dokumen 
Bahan  
Tanggapan 
Pemeriksaan dan 
Tindak Lanjut 
Pemeriksaan 

1 dokumen 1 dokumen  

Outcome Persentase 
dokumen  atau 
laporan 
pengelolaan 
keuangan yang 
diselesaikan tepat 
waktu 

100% 98,86%  

 

 

Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran 

Indikator 
Kinerja 

Tolok Ukur Target Realisasi Satuan 

Input Dana 5.200.000,- 5.156.729,-  

Output Jumlah dokumen 
pelaporan dan 
analisis prognosis 
realisasi 
anggaran 

1 dokumen 1 dokumen  

utcome Persentase 
dokumen  atau 
laporan 
pengelolaan 
keuangan yang 
diselesaikan tepat 
waktu 

100% 99,17%  
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3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat 

Daerah 
 

Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD 

Indikator 
Kinerja 

Tolok Ukur Target Realisasi Satuan 

Input Dana 4.500.000, 
- 

4.446.930,-  

Output Jumlah Laporan 
Penatausahaan 
Barang milik Daerah 
pada SKPD 

12 laporan 12 laporan  

Outcome Persentase 
pemenuhan 
administrasi barang 
milik daerah  pada 
perangkat daerah 

100 % 98,82%  

 
4. Administrasi umum perangkat daerah 

 

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan 
kantor 

Indikator 
Kinerja 

Tolok Ukur Target Realisasi Satuan 

Input Dana 3.242.300,- 3.242.300,-  

Output Jumlah Paket 
Komponen Instalasi 
Listrik  /  Penerangan 
Bangunan Kantor 
yang disediakan 

1 Paket 1 Paket  

Outcome Persentase 
pemenuhan 
administrasi umum 
perangkat daerah 

100 % 100 %  
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Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

Indikator 
Kinerja 

Tolok Ukur Target Realisasi Satuan 

Input Dana 8.849.000,- 8.848.300,-  

Output Jumlah Paket barang 
cetakan dan 
penggandaan yang 
disediakan 

1 Paket 1 Paket  

Outcome Persentase 
pemenuhan 
administrasi umum 
perangkat daerah 

100 % 99,99%  

 

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 

Indikator 
Kinerja 

Tolok Ukur Target Realisasi Satuan 

Input Dana 3.000.000,- 3.000.000,-  

Output Jumlah Dokumen 
bahan bacaan dan 
peraturan perundang - 
undangan  yang 
disediakan 

5 Dokumen 5 Dokumen  

Outcome Persentase pemenuhan 
administrasi umum 
perangkat daerah 

100 % 100%  

 

Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 

Indikator 
Kinerja 

Tolok Ukur Target Realisasi Satuan 

Input Dana 149.584.000,- 149.522.549,-  

Output Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

1 Laporan 1 Laporan  

Outcome Persentase pelayanan 
administrasi umum 
perangkat daerah 
yang dapat dipenuhi 

100 % 99,96 %  
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5. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan 
pemerintah daerah 

 

Pengadaan peralatan dan mesin lainnya 

Indikator 
Kinerja 

Tolok Ukur Target Realisasi Satuan 

Input Dana 56.500.000,- 55.378.000,-  

Output Jumlah Unit 
Peralatan  dan 
Mesin Lainnya 
yang disediakan 

11 unit 11 unit  

Outcome Persentase 
pemenuhan 
barang milik 
daerah 

100 % 98,01%  

 
6. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah 

 

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 

Indikator 
Kinerja 

Tolok Ukur Target Realisasi Satuan 

Input Dana 103.360.000,- 103.197.886,-  

Output Jumlah Laporan 
Penyediaan jasa 
Komunikasi,Sumbe 
r Daya Air dan 
Listrik yang 
disediakan 

1 Laporan 1 Laporan  

Outcome Persentase 
penyediaan jasa 
penunjang 
pemerintah daerah 

100 % 99,84%  

 

Penyediaan jasa pelayanan umum kantor 

Indikator 
Kinerja 

Tolok Ukur Target Realisasi Satuan 

Input Dana 656.628.700,- 656.546.490,-  

Output Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor yang 
disediakan 

1 Laporan 1 Laporan  

Outcome Persentase 
penyediaan jasa 
penunjang 
pemerintah daerah 

100 % 99,99 %  
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7. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan 

pemerintah daerah 

Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak 
kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan 

Indikator 
Kinerja 

Tolok Ukur Target Realisasi Satuan 

Input Dana 42.130.000,- 42.120.815,-  

Output Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau    Kendaraan 
Dinas Jabatan 
yang dipelihara 
dan dibayarkan 
pajaknya 

1 unit 1 unit  

Outcome Persentase 
pemenuhan 
pemeliharaan 
barang milik 
daerah 

100 % 99,98%  

 
 

 

Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan 
perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan 

Indikator 
Kinerja 

Tolok Ukur Target Realisasi Satuan 

Input Dana 135.540.000,- 134.468.058,-  

Output Jumlah Kendaraan 
Dinas Operasional 
atau Lapangan 
yang dipelihara 
dan dibayarkan 
pajak  dan 
Perizinanya 

9 unit 9 unit  

Outcome Persentase 
pemenuhan 
pemeliharaan 
barang milik 
daerah 

100 % 99,21%  
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Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 

Indikator 
Kinerja 

Tolok Ukur Target Realisasi Satuan 

Input Dana 13.030.000,- 13.010.000,-  

Output Jumlah Peralatan dan 
Mesin yang dipelihara 

19 Unit 19 unit  

Outcome Persentase pemenuhan 
pemeliharaan barang 
milik daerah 

100% 99,85 %  

 

 

Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya 

Indikator 
Kinerja Tolok Ukur Target Realisasi Satuan 

Input Dana 19.000.000,- 19.000.000,-  

Output Jumlah Gedung Kantor 
dan Bangunan Lainnya 
yang 
dipelihara/direhabilitasi 

1 unit 1 unit  

Outcome Persentase 
pemeliharaan barang 
milik daerah penunjang 
urusan pemerintah 
daerah yang tersedia 

100% 100 %  

 
B. Program penanggulangan bencana 

1. Pelayanan informasi rawan bencana Kabupaten/Kota 

 

Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana 
Kabupaten/Kota (per jenis bencana) 

Indikator 
Kinerja Tolok Ukur Target Realisasi Satuan 

Input Dana 54.627.800,- 54.376.045,-  

Output Jumlah warga negara 
termasuk  kelompok 
rentan  di  kawasan 
rawan     bencana 
kabupaten/kota  yang 
memperoleh 
sosialisasi,  
komunikasi,  informasi 
dan edukasi   sesuai 
jenis ancaman bencana 
yang  ada  di  kawasan 

50 Orang 50 Orang  
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 tempat tinggalnya 
selama 1 Tahun 

   

Outcome Persentase warga 
negara yang 
memperoleh layanan 
informasi rawan 
bencana 

100 % 99,54%  

2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap 

Bencana 

Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota 

Indikator 
Kinerja 

Tolok Ukur Target Realisasi Satuan 

Input Dana 15.559.100,- 15.343.237,-  

Output Jumlah kegiatan 
penyelesaian akar 
masalah risiko 
bencana (per jenis 
ancaman bencana 
prioritas) 
Kabupaten/Kota 
yang tertangani 

1 kegiatan 1 kegiatan  

Outcome Persentase warga 
negara  yang 
memperoleh 
layanan pencegahan 
dan kesiapsiagaan 
terhadap bencana 

100% 98,61%  

 

Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap 
Bencana Kabupaten/Kota 

Indikator 
Kinerja 

Tolok Ukur Target Realisasi Satuan 

Input Dana 45.311.700,- 44.867.260,-  

Output Jumlah peralatan 
penyelamatan diri 
bagi individu warga 
negara,  keluarga, 
maupun petugas 
sesuai dengan jenis 
ancaman bencana di 
kawasan tempat 
tinggalnya 

120 unit 120 unit  

Outcome Persentase warga 
negara yang 
memperoleh layanan 
pencegahan  dan 

100% 99,02%  
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- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah" 
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 kesiapsiagaan 
terhadap bencana 

   

 

Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan 

Indikator 
Kinerja 

Tolok Ukur Target Realisasi Satuan 

Input Dana 54.250.100,- 52.200.531,-  

Output Jumlah  kawasan 
rawan bencana (per 
jenis bencana) 
dan/atau kawasan- 
kawasan   strategis 
Kabupaten/Kota yang 
memiliki mekanisme 
dan  prosedur  tetap 
kesiapsiagaan 
menghadapi bencana 

1 Kawasan 1 Kawasan  

Outcome Persentase warga 
negara yang 
memperoleh layanan 
pencegahan  dan 
kesiapsiagaan 
terhadap bencana 

100% 96,22%  

 

Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana 
Kabupaten/Kota 

Indikator 
Kinerja 

Tolok Ukur Target Realisasi Satuan 

Input Dana 39.503.500,- 39.392.580,-  

Output Jumlah Personil 
TRC  PB 
Kabupaten/Kota 
yang berasal  dari 
lintas  sektor yang 
memiliki kompetensi 
untuk   penanganan 
awal darurat 
bencana 

30 orang 30 orang  

Outcome Persentase warga 
negara yang 
memperoleh layanan 
pencegahan  dan 
kesiapsiagaan 
terhadap bencana 

100% 99,72%  
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Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 

Indikator 
Kinerja 

Tolok Ukur Target Realisasi Satuan 

Input Dana 321.914.200,- 321.900.000,-  

Output Jumlah dokumen 
Rencana 
Penanggulangan 
Bencana    (RPB) 
Kabupaten/Kota 
sampai  dengan 
dinyatakan 
sah/legal   paling 
lama dalam 1 (satu) 
tahun 

1 Dokumen 1 Dokumen  

Outcome Persentase warga 
negara  yang 
memperoleh 
layanan pencegahan 
dan kesiapsiagaan 
terhadap bencana 

100% 100%  

 
 

 

Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 

Indikator 
Kinerja 

Tolok Ukur Target Realisasi Satuan 

Input Dana 33.897.200,- 33.588.948,-  

Output Jumlah warga negara 
termasuk kelompok 
rentan bencana 
Kabupaten/Kota yang 
mengikuti   pelatihan 
pencegahan dan 
mitigasi bencana 

2 kawasan 2 kawasan  

Outcome Persentase warga 
negara yang 
memperoleh layanan 
pencegahan  dan 
kesiapsiagaan 
terhadap bencana 

100% 99,09%  
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3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 
 

Respon cepat penanganan darurat bencana Kabupaten /Kota 

Indikator 
Kinerja 

Tolok Ukur Target Realisasi Satuan 

Input Dana 11.000.000,- 10.898.610,-  

Output Jumlah Dokumen SK 
Penetapan Status 
Darurat Bencana dan 
SKPDB  yang 
ditetapkan paling lama 
1x24 jam berdasarkan 
hasil dokumen laporan 
kaji cepat 

2 Dokumen 2 Dokumen  

Outcome Persentase warga 
negara yang 
mendapatkan layanan 
penyelamatan  dan 
evakuasi korban 
bencana 

100% 99,08 %  

 

Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana 

Kabupaten/Kota 

Indikator 
Kinerja 

Tolok Ukur Target Realisasi Satuan 

Input Dana 11.290.000,- 11.086.558,-  

Output Jumlah korban yang 
berhasil ditemukan, 
ditolong dan 
dievakuasi  per  jenis 
kejadian bencana 

30 orang 30 Orang  

Outcome Persentase warga 
negara yang 
mendapatkan layanan 
penyelamatan    dan 
evakuasi korban 
bencana 

100% 98,20%  

 

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam penanganan 

keadaan darurat Kabupaten/Kota 

Indikator 
Kinerja 

Tolok Ukur Target Realisasi Satuan 

Input Dana 773.900,- 742.549,-  

Output Jumlah  aparatur  SDM 
BPBD Kabupaten/Kota 

2 orang 2 Orang  

 



88 

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah" 
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE 
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code 

 

 

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025 

 

 dan lintas perangkat 
daerah yang  memiliki 
kemampuan 
penanganan   keadaan 
darurat dalam aspek 
manajerial dan teknis 

   

Outcome Persentase warga 
negara yang 
mendapatkan layanan 
penyelamatan  dan 
evakuasi korban 
bencana 

100% 95,95%  

 

Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana 

Kabupaten / Kota 

Indikator 
Kinerja 

Tolok Ukur Target Realisasi Satuan 

Input Dana 133.859.000,- 131.850.510,-  

Output Jumlah korban 
bencana  yang 
mendapatkan 
distribusi logistik 
penyelamatan  dan 
evakuasi  korban 
bencana 

100 Orang 100 Orang  

Outcome Persentase  warga 
negara   yang 
mendapatkan 
layanan 
penyelamatan  dan 
evakuasi korban 
bencana 

100% 98,50%  

 

Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana 

Indikator 
Kinerja Tolok Ukur Target Realisasi Satuan 

Input Dana 96.668.000,- 95.307.232,-  

Output Jumlah  laporan 
pelaksanaan 
Aktivasi   sistem 
komando 
penanganan 
darurat bencana 
kabupaten/kota 

1 Laporan 1 Laporan  

Outcome Persentase warga 
negara  yang 

100% 98,59%  
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 mendapatkan 
layanan 
penyelamatan dan 
evakuasi korban 
bencana 

   

 
4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 

 

Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan 

Indikator 
Kinerja Tolok Ukur Target Realisasi Satuan 

Input Dana 35.213.000,- 34.716.927,-  

Output Jumlah data  dan 
informasi 
kebencanaan yang 
tersedia 

1 Dokumen 1 Dokumen  

Outcome Jumlah Penataan 
Sistem  Dasar 
Penanggulangan 
Bencana 

100% 98,59%  

 

 

Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 

Indikator 
Kinerja Tolok Ukur Target Realisasi Satuan 

Input Dana 188.754.000, 
- 

188.521.397,-  

Output Jumlah  

Penyelesaian 

kegiatan 

pascabencana di 

semua sektor sesuai 

berdasarkan 

rencana rehabilitasi 

dan rekonstruksi 

pascabencana (R3P) 

Kabupaten/Kota 

yang dilegalkan 

1 Kegiatan 1 Kegiatan  

Outcome Jumlah Penataan 
Sistem  Dasar 
Penanggulangan 
Bencana 

100% 99,88%  
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BAB IV 

PENUTUP 

 
Sebagai lembaga yang sudah berdiri selama kurang lebih 15 

(Lima Belas) tahun, eksistensi Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mengemban tugas 

sebagai pelaksana penyelenggaraan urusan pemerintahan di 

bidang penanggulangan bencana disadari belum memberikan arti 

yang signifikan, dibanding dengan beban dan tanggung jawab 

dalam mengantisipasi, mengurangi, dan melaksanakan 

penanggulangan bencana daerah di Kabupaten Kepulauan 

Selayar. 

Hal ini antara lain dikarenakan keterbatasan alokasi 

anggaran dalam membiayai berbagai permasalahan mulai 

prabencana, tanggap darurat, hingga pascabencana, dan faktor 

sumber daya manusia yang ada, sarana dan prasarana 

operasional kebencanaan yang belum memadai baik pada tingkat 

penguatan kelembagaan daerah maupun masyarakat. 

Selain itu, urusan penanganan bencana sebelum 

terbentuknya BPBD di masa lalu, sepenuhnya ditangani dan atau 

dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Pusat, sehingga pemerintah 

daerah terutama institusi yang ada belum cukup berpengalaman 

dalam memahami dan mengejawantahkan secara optimal 

pelaksanaan urusan di Bidang Penanggulangan Bencana. 

Oleh karena itu, penanggulangan bencana pada tingkat 

Kabupaten Kepulauan Selayar, seyogyanya bukan hanya tanggung 

jawab dari pemerintah daerah semata, namun juga dituntut 

adanya kesadaran dan peran serta dari segenap stakeholders yang 

ada dalam rangka mengoptimalkan pencapaian kinerja di bidang 

penyelenggaraan penanggulangan bencana. Semoga laporan ini 

bermanfaat dan dapat menjadi salah satu perwujudan dari 

akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah 

daerah. 
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Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

tugas dan fungsi instansi dalam rangka mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Laporan ini 

memuat gambaran capaian kinerja yang telah dilaksanakan 

selama periode pelaporan, serta berbagai upaya perbaikan yang 

terus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

kinerja organisasi. 

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LAKIP ini masih 

terdapat keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, masukan 

dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat kami 

harapkan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan pada masa 

mendatang. 

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih 

kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan 

program dan kegiatan serta dalam penyusunan laporan ini. 

Semoga LAKIP ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan 

evaluasi dalam peningkatan kinerja instansi di tahun-tahun 

berikutnya. 

 
Benteng, 30 Januari 2026 
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